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ABSTRAK 

 

Dalam Undang-Undang pasal 1 tahun 1974 Perkawinan yaitu ikatan 
lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri 

yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia 
dan kekal dengan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang 
tersebut mengatur segala hal yang berkaitan dengan perkawinan termasuk 

batas usia diperbolehkannya melaksanakan perkawinan bahwa Perkawinan 
hanya diizinkan bila      pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan 
pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun Kemudian pada 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  batas  umur perkawinan 

bagi wanita dinaikkan dan dipersamakan dengan batas minimal umur 
perkawinan bagi pria, yaitu menjadi 19 (sembilan belas) tahun. Terhadap pria 
dan wanita yang usianya dibawah 19 tahun, yang akan melaksanakan 

pernikahan, maka orangtuanya harus mengajukan permohonan dispensasi 
nikah ke Pengadilan Agama bagi yang beragama muslim dan Pengadilan 
Negeri bagi yang non muslim. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan 

bagaimana tingkat pengajuan dispensasi nikah pasca berlakunya Undang 
Undang No.16 Tahun 2019 dan bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan 

Agama Gunung Sugih terhadap putusan No. 317/Pdt.P/2022/PA.Gsg. 
Penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data wawancara dan 

dokumentasi. Data primer diperoleh secara langsung berupa data perkara 

Nomor 317/Pdt.P/2022/PA.Gsg dan wawancara langsung dengan hakim 
Pengadilan Agama Gunung Sugih, sedangkan data sekunder yaitu berupa 
data-data yang mendukung penelitian ini yaitu berupa buku, artikel, jurnal 

dan karya ilmiah lainnya. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasca pemberlakuan Undang 

Undang No.16 Tahun 2019 bahwasanya tingkat pengajuan perkara 

dispensasi meningkat pertahunnya dan faktor yang menyebabkan perkara 
dispensasi meningkat pasca berlakunya Undang Undang No.16 Tahun 2019 

yaitu faktor kekhawtiran orang tua dan hamil diluar nikah. Yang kedua yaitu 
pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 
317/Pdt.P/2022/PA.Gsg yaitu dalam mengabulkan permohonan dispensasi 

nikah di Pengadilan Agama Gunung Sugih, telah sesuai dengan isi dari 
Undang Undang No.1 Tahun 1974 dan Undang Undang No.16 Tahun 2019 
Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Permohonan dispensasi 

nikah pemohon telah dikabulkan oleh majelis hakim dikarenakan adanya 
alasan mendesak yang mengharuskan anak para pemohon dinikahkan. 

 

Kata kunci: Pernikahan, Dispensasi Nikah  
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MOTTO 

 

نَكُمْ مَوَدَّةً  هَا وَجَعَلَ بَ ي ْ ومِنْ آياَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَْ فُسِكُمْ أزَْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَي ْ
لِكَ لََياَتٍ  ۚ  وَرَحَْْةً  رُونَ ﴿  إِنَّ فِ ذََٰ فَكَّ ﴾١٢لِقَوْمٍ يَ ت َ  

 “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu  

istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 

tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan 

sayang.  

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar  

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” 

(Q.S Ar-Rum: 21) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB INDONESIA 

  

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusun skripsi 

mahasiswa/i Univeristas Islam Negeri Raden Intan Lampung mengacu 

pada surat keputusan bersama menteri Agama dan menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan RI NO.158 Tahun 1987 – Nomor: 0543/b/u/1987 

tentang tranliterasi Arab Latin. 

Penulisan transliterasi huruf Arab tersebut mengikuti pedoman 

sebagai berikut: 

1. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif     Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba’ B Be ة

 Ta’ T Te ث

 Ṡa‗ S Es (Dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha H     Ha (Dengan titik di ح

bawah) 

 Kha Kh Ka dan Ha خ

 Dal  D De د



viii 

 

 

 Żal Z Z (Dengan titik di atas) ذ

 Ra‘ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es ش

 Syin Sy Es dan Ye ش

 Ṣad S   Es (Dengan titik di bawah) ص

 Ḍad D   De (Dengan titik di ض

bawah) 

 Ṭa‘ T   Te (Dengan titik di bawah) ط

 Ẓa‘ Z      Zet (Dengan titik di ظ

bawah) 

 Ain ‗ Koma terbalik di atas‗ ع

 Gain G Ge غ

 Fa‘ F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن



 

ix 

 

 Wawu W We و

 Ha‘ H Ha ي

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya‘ Y Ye ى

 

2. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rankap 

 Ditulis Muta‗aqqidin متعقدىه

 Ditulis ‗iddah ءدة

 

3. Ta‘ Marbutah 

a. Bila dimatikan tulis h 

 Ditulis Hibbah هبت

 Ditulis Jizyah جس يت

 

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata 

Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti 

shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal 

aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang ―al‖ serta bacaan 

kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h. 



x 

 

 

 ‘Ditulis Karāmah al-auliya جس

 

b. Bila ta‘ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah 

dan dammah ditulis t. 

 Ditulis Zakātul Fiṭri ز كب ة انفطر

 

4. Vokal Pendek 

 Kasrah Ditulis i 

 Fathah Ditulis a 

 Dammah Ditulis u 

 

5. Vokal Panjang 

Fathah + Alif 

 جا هاية

Ditulis 

Ditulis 

Ā 

Jāhiliyyah 

Fathah + Ya‘ Mati 

 يسعى

Ditulis 

Ditulis 

Ā 

Yas‗ā 

Kasrah + Ya‘ Mati 

يم كر  

Ditulis Ī 

Karīm 

Dammah + Wawu Mati 

 فر وض

Ditulis Ū 

Furūd 

 

6. Vokal Rangkap  

Fathah + Ya‘ Mati 

 بيىكم

Ditulis 

Ditulis 

Ai 

Bainakum 

Fathah + Wawu Mati 

 قو ل

Ditulis 

Ditulis 

Au 

Qaulun 



 

xi 

 

7. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan 

dengan Apostrof 

 Ditulis A‘antum أأوتم

ث أعد   Ditulis U‗iddat 

 ditulis La‘in Syakartum نئه شكر تم

8. Kata Sandang Alif + Lam 

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah 

آنانقر   Ditulis al-Qur‘ān 

 Ditulis al-Qiyās انقيب ش

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan 

huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan 

huruf l (el) nya. 

 ‘Ditulis as-Samā انسمب ء

 Ditulis asy-Syams انشمص

9. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

 Ditulis żawī al-furūḍ ذو ى انفر و ض 

 Ditulis Ahl as-Sunnah ا هم انسىت
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1  

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Penegasan judul dalam suatu penelitian itu sangat penting untuk 

menghindari suatu kekeliruan dalam menjelaskan judul penelitian, 

maka untuk itu perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan 

makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan di buatnya 

skripsi ini.  

Dengan penegasan tersebut di harapkan tidak terjadi kesalahan 

dalam pemaknaan judul dari beberapa istilah yang telah di gunakan. 

Adapun skripsi yang berjudul Analisis Putusan Perkara Dispensasi 

Nikah Sesudah Pemberlakuan Undang Undang No.16 Tahun 

2019 di Pengadilan Agama Gunung Sugih (Studi Putusan Perkara 

Nomor 317/Pdt.P/2022/PA. Gsg) dengan uraian sebagai berikut: 

Analisis, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan 

penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan 

yang sebenarnya.
1
 

Putusan, yaitu sesuatu yang telah diputuskan oleh pengadilan.
2
 

Dispensasi Nikah, yaitu izin dari pengadilan atau pemerintah, 

                                                     
1
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar bahasa Indonesia, Cetakan 

ke-3 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 59. 
2
 Ibid., 1239. 



2 

 

untuk orang yang akan melakukan perkawinan tetapi orang tersebut 

belum cukup umur untuk melaksanakannya.
3
 

Undang Undang, yaitu ketentuan ketentuan dan peraturan 

peraturan yang dibuat oleh pemerintah suatu negara, disusun oleh 

kabinet (Menteri, badan eksekutif, dsb) dan disahkan oleh parlemen 

(dewan perwakilan rakyat dan badan legislatif, dsb) dan 

ditandatangani oleh (presiden dan kepala pemerintahan).
4
 

Pengadilan Agama, merupakan Instansi yang di bentuk untuk 

memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara orang-

orang yang beragama islam dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Yang berkedudukan di ibukota, kota dan daerah hukumnya 

yang meliputi wilayah provinsi.
5
 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan 

bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah mengenai Analisis Putusan 

Perkara Dispensasi Nikah Sesudah Pemberlakuan Undang-Undang 

No.16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Gunung Sugih (Studi 

Putusan Perkara Nomor 317/Pdt.P/2022/PA.Gsg).  

  

                                                     
3
 Muslihun Muslihun dan Misbah Khusurur, ―Pandangan Hakim Terhadap 

Dispensasi Nikah Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
Tentang Perlindungan Anak,‖ Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam Volume 2, 

Nomor 1 (July 2017): 87, https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/wst/article/view/94. 
4
 Nasional, Kamus Besar bahasa Indonesia, 1781. 

5
 Roihan Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: PT Raja Grafindo 

persada, 2005), 17. 
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B. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan merupakan sunnah nabi Muhammad yang 

diisyaratkan agar manusia mempunyai keturunan yang sah dalam 

menghadapi kehidupan bahagia di dunia dan akhirat dengan cinta, 

kasih dan ridho dari Allah SWT.
6
  Dalam Islam pernikahan yaitu suatu 

perjanjian (akad) untuk hidup bersama antara pria             dan wanita 

sebagai suami istri agar mendapatkan    ketentraman hidup dan kasih 

sayang. Adapun fikih Indonesia memasukkan kata mitssaqan 

ghalizhan yaitu untuk menaati perintah Allah SWT dan 

melaksanakannya merupakan ibadah.  

Dalam Undang-Undang pasal 1 tahun 1974 Perkawinan yaitu 

ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita 

sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal dengan berdasarkan ketuhanan Yang 

Maha Esa.
7
 

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa perkawinan 

merupakan  kebutuhan hidup masyarakat, maka untuk itu diperlukan 

adanya peraturan yang jelas mengenai syarat, pelaksanaan, kelanjutan 

                                                     
6
 Wahyu Wibisana, ―Pernikahan Dalam Islam,‖ Taklim : Jurnal Pendidikan 

Agama Islam Volume 14, Nomor 2 (September 2016): 93, 
http://jurnal.upi.edu/taklim/view/4607/pernikahan-dalam-islam.html. 

7
 Moh Ali Wafa, Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam 

Hukum Islam Dan Hukum Materil (Tanggerang Selatan: Yayasan Asy-Syari‘ah Modern 

Indonesia (YASMI), 2018), 27. 
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dan terhentinya perkawinan. Pada umumnya perkawinan dilakukan 

oleh orang dewasa atau usianya sudah matang untuk melakukan 

perkawinan.  

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang tersendiri 

yaitu Undang-Undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-

Undang tersebut mengatur segala hal yang berkaitan dengan 

perkawinan termasuk batas usia diperbolehkannya melaksanakan 

perkawinan. Pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 

tentang Perkawinan mengatur bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila      

pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita 

sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.  

Kemudian pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan batas umur perkawinan bagi wanita dinaikkan dan 

dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 

menjadi 19 (sembilan belas) tahun.  

 Batas usia yang dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya 

untuk dapat melaksanakan perkawinan yaitu agar dapat mewujudkan 

tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan 

mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Selain itu juga dapat 

terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh 
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kembang anak termasuk akses anak terhadap pendidikan setinggi 

mungkin. 

Terhadap pria dan wanita yang usianya dibawah 19 tahun, yang 

akan melaksanakan pernikahan, maka orangtuanya harus mengajukan 

permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama bagi yang 

beragama muslim dan Pengadilan Negeri bagi yang non muslim. 

Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi ―Dalam hal terjadi 

penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat 

meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat 

mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. 

Dispensasi nikah dalam bahasa Inggris yaitu dispensation yang 

berarti pembebasan atau pengecualian, sedangkan menurut kamus 

ilmiah dispensasi merupakan pembebasan dari suatu kewajiban, 

kelonggaran waktu, keringanan.  

Sedangkan menurut W.F Prins menjelaskan bahwa dispensasi yaitu 

tindakan pemerintah yang menyebabkan sesuatu peraturan Undang-

Undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu hal yang 

istimewa/relazation legis.
8
 

  

                                                     
8
 Soetrisno Prawiroharjono, Kapita Selekta Ekonomi Indonesia, Cetakan ke-2 

(Yogyakarta: Andi Offset, 1992), 100. 
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Yang berarti dispensasi nikah adalah permohonan yang diajukan 

oleh orangtua bagi anaknya yang belum memenuhi usia perkawinan 

ke Pengadilan agar anaknya tersebut dapat melangsungkan 

perkawinan secara resmi dan dibenarkan  oleh Undang-Undang. Dan 

untuk dapat diterima dan dikabulkannya permohonan Dispensasi 

Nikah oleh pihak Pengadilan Pemohon harus dapat menyampaikan 

dalil dan alasan yang kuat serta bukti-bukti yang cukup.  

Bukti-bukti cukup tersebut berupa surat keterangan yang 

membuktikan bahwa anak tersebut masih dibawah umur dan surat 

keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang 

tua bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera 

dilaksanakan. 

Perkara dispensasi nikah yaitu termasuk perkara permohonan 

yang hasilnya berupa penetapan. Untuk mengabulkan maupun 

menolak permasalahan tersebut hakim memerlukan pertimbangan 

yang jelas dan mendalam agar putusan tersebut mengandung 

kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. 

Permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Gunung 

Sugih setelah pemberlakuan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 

dengan memberikan dampak bagi Pengadilan Agama yaitu akan 

meningkatnya perkara dispensasi nikah.  
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Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti terkait permohonan 

dispensasi nikah setelah pemberlakuan Undang-Undang No.16 Tahun 

2019 di Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan studi putusan 

perkara Nomor 317/Pdt.P/2022/PA.Gsg yang dimana pertimbangan 

hakim dalam mengabulkan permohonan pemohon yang untuk 

menikahkan anakanya yang berusia 17 tahun dengan calon suaminya 

yang berusia 20 tahun dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan 

yang begitu erat dan sulit dipisahkan serta anak pemohon telah 

bergaul begitu jauh sehingga  hamil. Berdasarkan uraian dan 

penjelasan diatas, maka dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berkaitan dengan tingkat permohonan 

dispensasi nikah di Pengadilan Agama Gunung Sugih pasca 

berlakunya Undang Undang No.16 Tahun 2019 dan pertimbangan 

hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam mempertimbangkan 

permohonan pada putusan perkara pada Nomor 

317/Pdt.P/2022/PA.Gsg dengan judul Analisis Putusan Perkara 

Dispensasi Nikah Sesudah Pemberlakuan Undang Undang No.16 

Tahun 2019 di Pengadilan Agama Gunung Sugih (Studi Putusan 

Perkara Nomor 317/Pdt.P/2022/PA. Gsg) 
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C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perlu adanya 

identifikasi masalah dan batasan masalah dalam melakukan penelitian. 

Untuk identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah membahas 

tentang analisis putusan perkara dispensasi nikah Nomor 

317/Pdt.P/2022/PA.Gsg dengan dibatasi batasan masalah    di 

Pengadilan Agama Gunung Sugih. 

D. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana tingkat pengajuan permohonan dispensasi nikah di 

Pengadilan Agama Gunung sugih pasca pemberlakuan Undang 

Undang No.16 Tahun 2019?  

2. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Gunung 

Sugih terhadap   perkara dispensasi nikah Nomor 

317/Pdt.P/2022/PA.Gsg? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian 

yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui tingkat pengajuan permohonan dispensasi 

nikah di Pengadilan Agama Gunung Sugih pasca pemberlakuan 
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Undang Undang No.16 Tahun 2019. 

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama 

Gunung Sugih terhadap perkara dispensasi nikah Nomor 

317/Pdt.P/2022/PA.Gsg. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Diharapkan hasil penelitian   ini   dapat   bermanfaat   sebagai   

bahan kajian akademik dan dapat menambah pengetahuan dalam 

mengembankan ilmu hukum perdata dan praktik penyelesaian perkara 

pada permohonan dispensasi nikah. 

2. Secara Praktis 

 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi 

akademis dan masyarakat dalam memberikan pengetahuan praktik 

penyelesaian perkara perdata pada permohonan dispensasi nikah. 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Relevan 

Kajian penelitian terdahulu yang relevan merupakan hasil ulasan 

penelitian pada bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang sudah 

dilakukan orang lain dan relevan dengan tema dan topik penelitian 

yang akan dilakukan.
9
 Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap 

penelitian-penelitian terdahulu, peneliti mengemukakan penelitian 

terlebih dahulu yaitu: 

                                                     
9
 Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana (Bandar 

Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020), 5. 
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1. Skripsi yang berjudul ―Tinjauan Yuridis Dispensasi Perkawinan 

Anak Di Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang Undang Nomor 

16 Tahun 2019 (Studi Putusan No.50/Pdt.P/2020/PA.PKY)‖ ditulis 

oleh Teuku Rulianda Zhafirin, Fakultas Hukum, Jurusan Hukum 

Perdata, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Tujuan dari 

penelitian Teuku Rulianda Zhafirin yaitu untuk mengetahui faktor 

dan alasan yang melatar belakangi diajukannya permohonan 

dispensasi nikah, untuk mengetahui mengetahui akibat hukum dari 

perkawinan anak dibawah umur dan untuk mengetahui 

pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam memberikan 

dispensasi nikah.
10

  

Adapun hasil dari penelitian ini adalah diketahui bahwa faktor 

dan alasan untuk meminta dispensasi perkawinan beragam dan 

alasan yang diajukan selalu sama dan segaris serta pertimbangan 

hakim juga selalu sama yaitu memberikan dispensasi dengan cara 

menarik maslahah dan tdak boleh menimpaka madrat. Dalam hal 

kategori dewasa hakim juga berpacu kepada hukum Islam yang 

menggunakan aqil dan baligh seseorang sebagai batas orang 

tersebut dianggap dewasa. Pemerintah di harapkan dapat memuat 

                                                     
10

 Teuku Rulianda Zhafirin, ―Tinjauan Yuridis Dispensasi Perkawinan Anak Di 

Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 (Studi Putusan No 
50/Pdt.P/2020/Pa.Pky)‖ (Skripsi, Umsu, 2020), 65, 

http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/14091. 



11 

 

  

suatu peraturan yang memuat tentang ciri atau alasan seseorang 

boleh meminta dispensasi kepada pengadilan. 

Persamaannya pada penelitian ini yaitu membahas mengenai 

dispensasi nikah pasca berlakunya Undang Undang No.16 Tahun 

2019 dan membahas mengenai pertimbangan hakim. Perbedaannya 

yaitu pada penelitian Teuku Rulianda Zhafirin meneliti tentang 

tinjauan yuridis pasca berlakunya Undang Undang No.16 Tahun 

2019 (Studi Putusan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.PKY) sedangkan 

peneliti meneliti tentang analisis putusan perkara dispensasi nikah 

sesudah berlakunya Undang Undang No.16 Tahun 2019 (Studi 

Putusan Nomor 317/Pdt.P/2022/PA.Gsg). 

2. Skripsi yang berjudul ―Studi Komparatif Undang Undang No.16 

Tahun 2019 Dan Undang Undang No.1 Tahun 1974 Tentang 

Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur‖ yang ditulis oleh 

Novfa Badrus Soffa, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas 

Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Tujuan dari 

penelitian Novfa Badrus Soffa adalah untuk mengetahui 

implementasi Undang Undang No.16 Tahun 2019 Tentang 

Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur dan untuk 

mengetahui perbandingan antara Undang Undang No.16 Tahun 

2019 dengan Undang Undang No.1 Tahun 1974 Tentang 

Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah umur.
11

 

                                                     
11

 Novfa Badrus Soffa, ―Studi Komparatif UU No 16 Tahun 2019 Dan UU No 1 

Tahun 1974 Tentang Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur‖ (Skripsi, Universitas 

Islam Indonesia, 2020), 8. 
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Adapun hasil dari penelitian ini tingkat pengajuan dispensasi 

nikah semakin meningkat setelah Undang Undang Tentang 

Perkawinan direvisi menjadi Undang Undang No 16 Tahun 2019, 

dikarenakan hakim tidak memutuskan secara ketat dalam 

pemberian izin. Perbandingan antara Undang Undang Perkawinan 

sebelum dan sesudah revisi yaitu perubahan pada batas minimal 

usia perempuan menjadi 19 tahun, ketentuan dispensasi memiliki 

beberapa syarat-syarat, otoritas yang memberikan izin dispensasi 

terbagi menjadi dua yaitu Pengadilan Agama bagi Muslim dan 

Pengadilan Negara bagi non-muslim, dan proses pengajuan 

dispensasi hakim wajib mendengarkan keterangan kedua orang tua 

calon mempelai setelah pengajuan dispensasi. 

Persamaannya pada penelitian ini yaitu membahas mengenai 

dispensasi nikah pasca berlakunya Undang Undang No.16 Tahun 

2019. Perbedaannya yaitu pada penelitian Novfa Badrus Soffa 

meneliti tentang perbandingan Undang Undang No.16 Tahun 2019 

dengan Undang Undang No.1 Tahun 1974. Sedangkan peneliti 

meneliti tentang analisis putusan perkara dispensasi nikah pasca 

berlakunya Undang Undang No.16 Tahun 2019.    
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3. Skripsi yang berjudul ―Analisis Putusan Perkara No.86/Pdt.P/2019/ 

PA.Jmb Tentang Dispensasi Kawin dan Hubungannya Dengan 

Putusan Perceraian No.819/Pdt.P/2021/PA.Jmb di Pengadilan 

Agama Jambi Kelas 1A‖ ditulis oleh Nur Oktaviani Jamdes, 

Fakultas Syari‘ah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas 

Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Tujuan dari penelitian 

Nur Oktaviani Jamdes yaitu untuk mengetahui apa saja faktor yang 

menjadi sebab dikabulkannya dispensasi nikah, untuk mengetahui 

perkara yang terjadi akibat perceraian di usia muda di Pengadilan 

Agama Jambi, dan untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis 

hakim Pengadilan Agama Jambi dalam putusan No. 

86/Pdt.P/2019/PA.Jmb dan putusan No. 819/Pdt.G/2021.
12

 

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu alasan hakim 

mengabulkan permohonanan dispensasi nikah di Pengadilan 

Agama Jambi yaitu karena adanya beberapa pertimbangan bahwa 

permohonan telah sesuai dengan syarat formil, domisili wilayah 

Pengadilan Agama Jambi telah siap menikah baik dari segi fisik, 

sikap maupun finansial, tidak adanya larangan dalam 

melaksanakan pernikahan, tidak adanya paksaan, pernikahan harus 

                                                     
12

 Nur Oktaviani Jamdes, ―Analisis Putusan Perkara No. 86/Pdt. P/2019/Pa. 

Jmb Tentang Dispensasi Kawin Dan Hubungannya Dengan Putusan Perceraian No. 
819/Pdt. G/2021/Pa. Jmb Di Pengadilan Agama Jambi Kelas 1a‖ (Skripsi, UIN Sultan 

Thaha Saifuddin Jambi, 2022), 9. 
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dilaksanakan dikarenakan alasan mendesak dan pertimbangan 

maslahah mursalah. Beberapa alasan yang menjadi faktor 

perceraian di pernikahan yang telah dilaksanakan oleh pasangan 

belum cukup umur yaitu suami tidak bertanggung jawab terhadap 

isterinya, suami isteri cepat tersinggung dan susah menahan emosi 

satu sama lain, dan kepribadian mereka yang menikah di usia 

muda memang masih rentan akan emosi yang kurang stabil 

sehingga sering terjadi perselisihan di antara keduanya yang 

membuat masalah itu muncul. 

Persamaannya pada ini yaitu membahas mengenai dispensasi 

nikah dan pertimbangan hakim. Sedangkan perbedaannya pada 

penelitian Nur Oktaviani Jamdes yaitu membahas mengenai 

perceraian yang dilakukan oleh pasangan muda. Sedangkan 

peneliti meneliti tentang pertimbangan hakim dan tingkat 

pengajuan dispensasi nikah pasca berlakunya Undang Undang 

No.16 Tahun 2019. 
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H. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian  

a. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu jenis 

penelitiannya terjun ke lapangan.
13

 Yang bertujuan untuk 

memperoleh data dan informasi secara langsung dari lokasi 

tempat penelitian. Dalam penelitian ini akan mewawancarai 

Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih terkait putusan 

perkara pasca pemberlakuan Undang Undang No.16 Tahun 

2019. 

b. Sifat penelitian 

Sifat penelitian dalam skripsi ini termasuk penelitian 

deskriptif analisis yaitu, bertujuan untuk mendeskripsikan dan 

menganalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai 

kesimpulan tentang pertimbangan hakim terhadap putusan 

perkara Nomor 317/Pdt.P/2022/PA.Gsg.
14

 

2. Sumber Data 

Sumber data yang peniliti lakukan ada dua yaitu sumber 

data primer dan sumber data sekunder. Adapun penjelasannya 

sebagai berikut: 

                                                     
13

 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan 

Penelitian (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 17. 
14

 Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2007), 44. 
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a. Sumber Data Premier 

Sumber data primer adalah sumber data yang datanya 

didapat         secara langsung dari sumber utama berupa data 

perkara Nomor 317/Pdt.P/2022/PA.Gsg dan wawancara 

langsung kepada hakim terkait putusan perkara Nomor 

317/Pdt.P/2022/PA. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data yang 

mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder dari 

penelitian ini meliputi buku, jurnal, artikel dan karya ilmiah 

lainnya. 

3. Informan Penelitian 

Informan penelitian yaitu seseorang yang memiliki 

informasi mengenai objek penelitian tersebut.
15

 Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan informan kunci (informan 

key) yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai 

informan pokok yang diperlukan dalam penelitian. Pada 

penelitian ini peneliti menjadikan hakim Pengadilan Agama 

Gunung Sugih dan panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih 

sebagai key informan pada penelitian ini. 

                                                     
15

 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: 

Afabeta, 2011), 23. 
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4. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah suatu teknik yang digunakan 

oleh peneliti guna memuat informasi yang valid dan sistematis. 

Dalam pengumpulan data ini, peneliti menggunkan cara sebagai 

berikut: 

a. Wawancara  

Wawancara adalah teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peniliti ingin 

mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dan jumlah 

respondennya sedikit atau kecil.
16

 Pihak yang diwawancarai 

pada penelitian ini yaitu Hakim Pengadilan Agama Gunung 

Sugih. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik memperoleh data dengan cara 

mempelajari dokumen-dokumen, yang berupa berupa berkas-

berkas yang berhubungan terkait dengan penelitian ini. 

5. Metode Pengolahan Data 

a. Pemeriksaan Data (Editing) 

Yaitu memeriksa apakah data tersebut terkumpul sudah 

                                                     
16

 Uhar Suharsaputra, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan 

(Jakarta: Refika Aditama, 2013), 37. 
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cukup lengkap, sudah benar, sudah selesai.  

b. Penandaan Data (Coding) 

Yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan 

jenis sumber data. 

c. Rekontruksi Data (Reconstruction) 

Yaitu menyusun data secara teratur dan berurutan 

sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan 

kemudian ditarik kesimpulannya.  

6. Metode Analisis Data 

Untuk menganalisis data dilakukan secara kualitatif yaitu 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, baik berupa 

kata-kata tertulis atau lisan agar dapat dipahami. 

I.   Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dibuat untuk mempermudah dalam 

penyusunan skripsi, maka peneliti perlu menguraikan sistematika 

pembahasan ini secara sistematis agar penelitian ini dapat dipahami 

pembaca, sismtematika pembahasan ini terdiri dari lima bab yaitu 

sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN. Pada bab ini peneliti akan 

mendeskripsikan format skripsi mengenai penegasan judul, latar 

belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian 

relevan terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Dengan demikian bab satu ini tentang pengambaran skripsi secara 

keseluruhan namun ringkas dan padat guna menjadi pedoman untuk 

bab seterusnya. 

BAB II LANDASAN TEORI. Pada bab ini peneliti akan 

membahas mengenai teori yang terkait dengan pernikahan yang 

meliputi pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, syarat dan 

rukun pernikahan, tujuan pernikahan, hukum pernikahan dan 

macam-macam pernikahan. Serta membahas teori yang terkait 

dengan dispensasi nikah yang meliputi pengertian dispensasi nikah, 

dasar hukum dispensasi nikah, faktor terjadinya dispensasi nikah, 

prosedur pengajuan pengajuan dispensasi nikah, dan dampak dari 

perkawinan di bawah umur. 
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BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN. Pada bab ini 

peneliti membahas perihal gambaran umum penelitian yang terdiri 

dari Profil Pengadilan Agama Gunung Sugih: Gambaran Umum 

Pengadilan Agama Gunung Sugih, Struktur Organisasi, Visi Misi 

Pengadilan Agama Gunung Sugih, Tugas dan Fungsi Pengadilan 

Gunung Sugih, Tingkat Pengajuan Perkara Dispensasi Nikah di 

Pengadilan Agama Gunung Sugih, Penetapan Dispensasi Nikah 

Nomor 317/Pdt.P/2022/PA.Gsg. 

BAB IV ANALISIS PENELITIAN yaitu menganalisis tingkat 

pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama 

Gunung sugih pasca pemberlakuan Undang Undang No.16 Tahun 

2019 dan pertimbangan hakim terhadap perkara Nomor 

317/Pdt.P/2022/PA.Gsg dalam memberikan penetapan dispensasi 

nikah 

BAB V PENUTUP yaitu meliputi kesimpulan dan saran yang                   

mana kesimpulan di ambil dari abstrak yang berisi dari pembahasan 

awal sampai pembahasan akhir, sedangkan saran berisikan masukan 

serta kritik. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pernikahan 

1. Pengertian Pernikahan 

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur 

oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran 

seks yang disahkan oleh agama Islam. Dari sudut pandang ini, 

maka pada saat orang melakukan pernikahan pada saat yang 

bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan 

perintah agama (syariat), namun juga memiliki keinginan 

memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang 

harus disalurkan.   

Al Secara etimologi, perkawinan dalam literaratur fiqh berasal 

dari dua kata, yaitu nikah ( نكاح ) dan zawāj  ( زواج ) yang menurut 

bahasa diartikan pasangan atau jodoh, kedua kata ini biasa dipakai 

dalam kehidupan sehari-hari dan banyak terdapur‘anat dalam -Q 

maupun Hadis Rasulullah.  

Sebagai contoh kata ( نكاح) dalam Al-Qur‘an berarti kawin 

sebagaimana dalam Al-Qur‘an Surah An-Nisa ayat 3: 

مَىَٰ فَٱنكِحُوا ۚ  وَإِنْ خِفْتُمْ أَلََّّ تُ قْسِطوُا نَ ٱلنِّسَا ۚ  فِِ ٱلْيَتََٰ ثَ وَرُبََٰعَ ۚ  مَا طَابَ لَكُم مِّ فَإِنْ خِفْتُمْ  ۚ  ءِ مَثْ نَََٰ وَثُ لََٰ
حِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيََْٰنُكُمْ  ۚ  أَلََّّ تَ عْدِلُوا وََٰ لِكَ أدَْنََٰ  ۚ  ف َ ۚ  عُولُواأَلََّّ ت َ  ۚ  ذََٰ  

―Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil 

terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu 

mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu 

senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak 

akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau 

budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih 

dekat kepada tidak berbuat aniaya.” 
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Nikah artinya perkawinan sedangkan akad artinya perjanjian, 

jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk untuk mengingkatkan 

diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria 

membentuk keluarga bahagia dan kekal (abadi).
17

 

Sebagai perjanjian mengandung pengertian adanya kemauan 

bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip 

suka sama suka. Jadi, jauh sekali dari segala yang dapat diartikan 

sebagai mengandung suatu paksaan.
18

 

 Menurut Kompilasi Hukum Islam pernikahan yaitu akad yang 

kuat atau miṡāqan galiẓan untuk menaati perintah Allah SWT dan 

melaksanakannya merupakan ibadah dengan tujuan untuk 

mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
19

  

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dikatakan bahwa 

perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria 

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

                                                     
17

 Mohammad Idris Ramulyo, Hukum perkawinan Islam suatu analisis dari 

Undang Undang No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: CV Pustaka 

Setia, 2007), 183. 
18

 Santoso, ―Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, 

Hukum Islam Dan Hukum Adat,‖ Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam 

Volume 7, Nomor 2 (December 2016): 412, https://doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2162. 
19

 Ramulyo, Hukum perkawinan Islam suatu analisis dari Undang Undang No 

1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, 1. 
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berdasarkan ketuhanan yang maha esa.
20

 

Pencantuman berdasarkan ―Ketuhanan Yang Maha Esa‖ 

adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila sila 

yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini 

tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang 

erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan 

saja mempunyai unsur lahir, jasmani tetapi juga memiliki unsur 

batin, rohani.
21

 

Sedangkan kalimat ―ikatan lahir batin‖ dalam perkawinan 

memiliki definisi ikatan formil yang secara telah tampak, dan 

memiliki ikatan batin antara masing-masing individu. Sedangkan 

kalimat ―seorang pria dan seorang wanita‖ yaitu memiliki maksud 

bahwa sebuah perkawinan hanya dilaksanakan dua jenis kelamin 

yang tidak sama, bukan untuk sesame jenis.
22

 

Adapun pengertian perkawinan menurut para Ulama yaitu 

ebagai berikut: 
23

 

  

                                                     
20

 Ahmad Asrori, ―Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya 

Dalam Undang-Undang Perkawi nan Di Dunia Muslim,‖ Al-’Adalah: Jurnal Syariah dan 

Hukum Islam Volume 12, Nomor 2 (December 2015): 808, 

https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.215. 
21

 Tulus Prijanto, ―Tinjauan Dan Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan 

Yang Tidak Tercatat Pemerintah Serta Dampaknya Secara Ekonomi,‖ Jurnal Ilmiah 
Edunomika Volume 5, Nomor 02 (Mei 2021): 703, https://doi.org/10.29040/jie.v5i2.2376. 

22
 Ali Manshur, Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam (Malang: UB Press, 

2017), 44. 
23

 Dewani Romli, Fiqih Munakahat, Cetakan ke-1 (Bandar Lampung: Nur 

Utovi Jaya, 2019), 14. 
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1. Menurut Ulama Syafi‘iyah, mengatakan bahwa pernikahan 

adalah suatu akad dengan menggunakan lafaz ―nikah‖ atau 

―zauj‖, yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan 

pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan 

kesenangan dari pasangannya. 

2. Menurut Ulama Malikiyah nikah adalah akad yang 

mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk 

membolehkan wathi‘ (bersetubuh), bersenang-senang dan 

menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh 

nikah dengannya.  

3. Menurut Ulama Hanafiyah nikah adalah akad dengan 

menggunakan lafaz nikah atau tazwij untuk membolehkan 

manfaat, bersenang-senang dengan wanita. Menurut ulama 

muta‟akhirin, nikah adalah akad yang memberikan faedah 

hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) 

antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta 

memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban 

masing-masing. 

4. Menurut Ulama Hanabilah mengatakan bahwa pernikahan 

adalah akad dengan menggunakan akad ―nikah‖ atau ―tazwij‖ 

untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat 

memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. 
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Dalam pengertian di atas terdapat kata-kata milik yang 

mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad. Oleh 

karena itu, suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk 

mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan 

membentuk keluarga sakinah mawadah dan warahmah di dunia. 

Adapun pernikahan dilakukan atas dasar kehendak para pihak 

yang berkepentingan dengan adanya peminangan sebelum adanya 

pernikahan, serta ijab-kabul yang di saksikan dan diketahui oleh 

masyarakat umum.
24

 Sedangkan istilah akad nikah yaitu sebagai 

perjanjian suci untuk mengikat diri dalam perkawinan antara 

seorang pria dan wanita guna membentuk keluarga bahagia dan 

kekal. Makna suci disini mempunyai unsur ketuhanan yang maha 

esa.  

Berdasarkan makna ketuhanan yang maha esa yang dimaksud 

yaitu perkawinan sebagai karunia tuhan kepada manusia sebagai 

makhluk beradab, yang memiliki kemuliaan dan kelebihan 

dibandingkan makhluk-makhluk lainnya, karena itu Allah Swt. dan 

Rasul-Nya telah menetapkan aturan-aturan tentang Pernikahan 

demi untuk memelihara kemaslahatan bagi manusia itu sendiri
 25

 

Serta, pernikahan juga merupakan sunnatullah bagi semua 

makhluk hidup di dunia ini. Pernikahan dilakukan oleh manusia, 

hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan dalam rangka untuk 

memenuhi kebutuhan biologisnya dan meneruskan keturunan.
26
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 KN. Sofyan m Hasan, Hukum Keluarga Dalam Islam (Malang: Setara Press, 

2018), 5. 
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 Kumedi Ja‘far, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Bandar Lampung: 

Arjasa Pratama, 2021), 15. 
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 Rohmat, ―Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi‘îyah, 

Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia,‖ Al-’Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam 
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Dasar Hukum Pernikahan 

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama 

dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pertalian nikah 

adalah pertalian hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara 

suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga, 

karena dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari 

kebinasaan hawa nafsunya.
27

 

Adapun dasar hukum perkawinan menurut Al-Qur‘an, Hadis, 

dan Undang-Undang Perkawinan:  

1) Al-Qur‘an 

Pernikahan merupakan suatu perbuatan yang diperintahkan 

oleh Allah dan juga diperintahkan oleh Nabi. Dengan melihat 

kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang 

membolehkan laki-laki dan perempuan, melakukan sesuatu 

yang sebelumnya tidak dibolehkan. Perkawinan adalah suatu 

perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga disuruh oleh Nabi.  

Banyak suruhan-suruhan Allah dalam Al-Qur‘an untuk 

melaksanakan perkawinan. 
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 Santoso, ―Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, 

Hukum Islam Dan Hukum Adat,‖ 415. 
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Berikut beberapa firman Allah menjadi dasar hukum 

perkawinan, yaitu Surah An-Nur ayat 32:
28

 

إِنْ يَكُونوُا فُ قَرَاءَ يُ غْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ  ۚ  وَأنَْكِحُوا الَْْياَمَىَٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِِِيَن مِنْ عِبَادكُِمْ وَإِمَائِكُمْ 
﴾٢١وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿  ۚ  فَضْلِهِ   

―Dan nikahkanlah orang-orang yang masih 

membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak 

(menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan 

perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi 

kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah 

Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui‖. (Q.S.An-Nur 

32) 

 

 

Dan terdapat juga dalam Al-Qur‘an surah Ar-Rum ayat 

21:
29

 

نَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحَْْةً  هَا وَجَعَلَ بَ ي ْ لِكَ  ۚ   ومِنْ آياَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَْ فُسِكُمْ أزَْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَي ْ إِنَّ فِ ذََٰ
رُونَ ﴿ لََياَتٍ  فَكَّ ﴾١٢لِقَوْمٍ يَ ت َ  

―Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya 

kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan 

dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir‖. (Q.S. Ar-Rum 21). 

  

                                                     
28 Al-Qur‘an Surah An-Nur ayat:32 
29 Al-Qur‘an Surah Ar-Rum ayat 21 
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2) Hadis 

Nabi Muhammad SAW memerintahkan umatnya yang 

sudah mampu dan siap secara fisik dan mental untuk segera 

menikah. Beliau bersabda: 

بَاب مَنِ  عَنْ عَبْدِ الَلَّهِ  بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ لَنَا رَسُولُ الَلَّهِ صلى الله عليه وسلم ) ياَ مَعْشَرَ الَشَّ
زَوَّجْ , فَإِنَّهُ أغََضُّ للِْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ للِْفَرجِْ , وَمَنْ لََْ يَسْتَطِ  مِ ; عْ فَ عَلَيْهِ بِالصَّوْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الَْبَاءَةَ فَ لْيَت َ

فَقٌ عَلَيْهِ   فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (  مُت َّ

“Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: 

Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: 

"Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah 

mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat 

menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. 

Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia 

dapat mengendalikanmu.” (Muttafaq Alaihi)
30

 

3) Undang-Undang 

Selain Al-Qur‘an dan Hadits yang menjadi dasar hukum 

perkawinan, Undang-Undang juga menjadi dasar hukum 

perkawinan yaitu terdapat dalam Undang Undang Perkawinan 

dan Kompilasi Hukum Islam. Yang dimana perkawinan 

tersebut diatur dalam pasal sebagai berikut: 

a. Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 

(1) bahwasanya usia untuk melaksanakan perkawinan bagi 

laki-laki yaitu 19 tahun sedangkan untuk wanita 16 tahun. 

                                                     
30

 Imam As-Suyuti dan Sindi, Sunan Nasa‘i, (Qahirah: Darus 

salam,1999),hlm 369 
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Namun usia perkawinan tersebut telah di revisi pada 

Undang-Undang No.16 Tahun 2019. 

b. Undang-Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019 atas 

perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dalam 

Undang-Undang ini bahwasanya usia perkawinan untuk 

perempuan dinaikan menjadi 19 tahun, setara dengan usia 

untuk laki-laki. 

c. Kompilasi Hukum Islam, dalam kompilasi hukum islam usia 

perkawinan untuk laki-laki dan perempuan sesuai dengan 

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu 19 tahun untuk 

laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan yang mana tertera 

pada pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.  
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3. Syarat dan Rukun Pernikahan 

Suatu akad pernikahan menurut hukum Islam ada yang sah 

dan ada yang batal. Akad pernikahan dikatakan sah apabila akad 

tersebut dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang 

lengkap sesuai dengan ketentuan agama. Mengenai jumlah rukun 

nikah, tidak ada kesepakatan fuqaha.  

Karena sebagian mereka memasukkan suatu unsur menjadi 

hukum nikah, sedangkan yang lain menggolongkan unsur tersebut 

menjadi syarat sahnya nikah.
31

 

Rukun yaitu sesuatu yang menentukan sah dan tidaknya suatu 

pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian 

pekerjaan, seperti membasuh muka untuk berwudhu dan takbiratul 

ihram untuk shalat.
32

 

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan 

tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk 

dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk 

shalat.
33
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a. Rukun Perkawinan 

Imam asy-Syafi‘i menyebutkan bahwa rukun nikah itu 

ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi 

dan sigat. Sedangkan Menurut Imam Malik rukun nikah itu 

adalah wali, mahar calon suami, calon istri, sigat. Sementara 

Jumhur Ulama sepakat rukun perkawinan terdiri dari:
34

  

1) Adanya mempelai pria dan wanita yang akan 

melaksanakan perkawinan. 

2) Adanya calon wali dari mempelai wanita. Akad nikah akan 

dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang 

akan menikahkannya. 

3) Adanya dua orang saksi. Pelaksanaan akad nikah akan 

dikatakan sah apabila ada dua orang saksi yang 

menyaksikan akad nikah tersebut. 

Sighat akad nikah, yaitu ijab Kabul yang diucapkan oleh 

wali atau wakil dari pihak Wanita, dan dijawab oleh calon 

mempelai pengantin pria. 

  

                                                     
34

 Ibid. 
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b. Syarat Perkawinan 

Berikut syarat perkawinan yang dapat dikemukakan.
35

 

Syarat bagi calon suami yaitu beragama islam, laki-

laki, jelas orangnya, baligh, tidak ada paksaan dalam 

melaksanakan pernikahan atau kemauan sendiri, dan 

tidak sedang berihram.  

1. Syarat calon istri bagi calon istri yaitu beragama islam, 

perempuan, jelas orangnya, baligh, tidak ada halangan 

syara‘ yakni tidak sedang bersuami, bukan mahrom, tidak 

dalam masa iddah, merdeka, tidak terpaksa atau kemauan 

sendiri, dan tidak sedang sedang berihram. 

2. Syarat bagi wali yaitu laki-laki, baligh, berakal, adil, dapat 

melihat dan mendengar, kemauan sendiri, dan tidak 

berihram. 

3. Syarat bagi saksi yaitu minimal dua orang, laki-laki, 

baligh, berakal, tidak dipaksa atau kemauan sendiri, adil, 

dapat melihat dan mendengar, tidak sedang berihram, 

dapat hadir dalam ijab qabul, dan dapat mengerti ijab 

qobul.    
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 Ja‘far, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 17. 
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4. Syarat Shigat (ijab-kabul): 

a. Shigat harus dengan bahasa yang dapat dipahami 

oleh orang-orang yang melakukan akad, 

penerima akad, dan saksi. 

b. Shigat harus dan lengkap. 

c. Shigat harus bersambung dan bersesuaian. 

4. Tujuan Pernikahan 

Tujuan perkawinan dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 

yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, yang berarti 

perkawinan bukan hanya dilaksanakan untuk sementara waktu 

atau jangka waktu yang telah ditentukan.  

Maka dari itu tidak diperkenankan melaksanakan 

perkawinan yang hanya dilakukan untuk sementara waktu.
36

 

Secara rinci tujuan perkawinan yaitu: 

a. Membentuk keluarga yang kekal  

Dengan membentuk keluarga yang kekal suami istri 

diharapkan perlu saling membantu dan melengkapi agar 

masing masing dapat mengembangkan kepribadian agar 

mencapai kesejahteraan spiritual dan dan material. 
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Kriminal Dalam Penanggulangan Perkawinan Di Bawah Umur,‖ Dusturiyah: Jurnal 
Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Volume 7, Nomor 1 (November 

2018): 8, https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v7i1.2337. 



30 

 

 

b. Membutuhkan kebutuhan biologis yang sehat 

Dalam membutuhkan biologis yang sehat yaitu dapat 

menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dan 

perempuan yang bukan mahromnya. Telah diketahui bahwa 

suami dan istri asalnya orang lain dan tidak ada hubungan 

keluarga dekat atau bukan mahromnya, sehingga untuk 

melaksanakan hubungan seksual antara mereka hukumnya 

haram.  

Tetapi melalui perkawinan hubungan seksual mereka atau 

hubungan biologis antara keduanya halal, bukan berdosa 

melainkan menjadi pahala.  

c. Mendapatkan dan meneruskan keturunan  

Tujuan dari perkawinan diantaranya adalah untuk 

melahirkan keturunan yang sah menurut hukum, maka anak 

dilahirkan dari pasangan suami istri yang sudah terikat suatu 

perkawinan adalah anak mereka berdua yang mempunyai 

hubungan hukum dengan kedua orang tuanya itu.  

Dan berhak mewarisi dan mendapatkan warisan antara 

orang tua dan anak. Jika anak itu perempuan, ayahnya berhak 

menjadi wali pada waktu anak perempuan tersebut menjadi 



31 

 

  

pengantin. Status anak itu jelas sebagai anak siapa, siapa 

ibunya, dan siapa ayahnya. 

d. Memperkuat hubungan kekerabatan dari pihak suami istri 

Pernikahan juga merupakan sarana untuk memperkuat 

hubungan persaudaraan atau ukhuwah bagi umat islam yaitu 

ukhuwah Islamiyah, baik ruang lingkup sempit maupun luas.  

Pada ruang lingkup kecil yakni ruang lingkup keluarga, 

maka dengan adanya perkawinan diharapkan antara kedua 

keluarga dapat menjalin kekeluargaan yang lebih erat.   

e. Memperoleh kebahagian, rasa kasih sayang dan rasa aman 

Dengan adanya perkawinan secara umum hidup 

seseorang menjadi tentram terutama menyangkut segi seksual, 

kejahatan-kejahatan seksual sehingga dengan melaksanakan 

pernikahan dapat menjalankan kehidupan seksual yang 

normal.  

Dengan melaksanakan pernikahan dapat membawa 

ketentram hidup pada diri seseorangan, begitu pula dengan 

keluarga baik dari ayah ibu atau orang tuanya, setelah mereka 

membentuk keluarga sendiri berarti ketentraman keluarga dan 

perkawinan juga membawa ketentraman masyarakat.  
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5. Hukum Pernikahan 

Kata hukum memiliki dua makna, yang pertama sifat syara‘ 

pada sesuatu seperti wajib, haram, makruh dan sunnah dan yang 

kedua buah dan pengaruh yang ditimbulkan sesuatu menurut 

syara‘, seperti jual beli adalah memindahkan pemilikan barang jual 

kepada pembeli dan hukum sewa-menyewa (ijarah) adalah 

pemilikan penyewa pada manfaat barang yang disewakan, 

demikian juga dengan hukum perkawinan atau pernikahan.
37

  

a. Wajib 

Hukum nikah wajib bagi seseorang yang memiliki 

kemampuan biaya nikah, mampu menegakkan keadilan dalam 

pergaulan yang baik dengan istri yang dinikahinya, dan 

mempunyai dugaan kuat akan melakukan perzinaan apabila 

tidak menikah, tetapi tidak sama dengan kewajiban pada fardu 

nikah. 

b. Haram 

Hukum nikah haram bagi seseorang yang tidak memiliki 

kemampuan nafkah nikah dan yakin akan terjadi penganiayaan 

jika menikah. Jika seseorang menikahi wanita pasti akan terjadi 

penganiayaan dan menyakiti sebab kenakalan laki-laki tersebut 
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baik dalam melarang hak-hak istri, berkelahi dan menahannya 

untuk disakiti, maka menikahnya haram. 

c. Makruh  

Nikah makruh bagi seseorang yang dalam kondisi 

campuran. Seseorang mempunyai kemampuan harta biaya 

nikah dan tidak khawatir akan terjadi maksiat zina, tetapi 

khawatir akan terjadi penganiayaan istri sampai ketingkat yakin.  

Terkadang orang mempunyai dua kondisi kontradiktif, 

yakni antara tuntutan dan larangan.  

Seperti seseorang dalam kondisi yakin atau diduga kuat 

akan terjadi perzinaan jika tidak menikah, berarti ia dalam 

kondisi fardu dan wajib nikah. Di sisi lain, ia juga diyakini atau 

diduga kuat akan melakukan penganiayaan atau menyakiti 

istrinya jika ia menikah. 

d. Sunnah 

Bagi seseorang yang memungkinkan dan mampu untuk 

melangsungkan pernikahan, tapi dia masih mampu untuk 

menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan jika tidak 

menikah, maka nikah baginya sunnah. Meskipun demikian, 
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menikah tetap dianjurkan dan mungkin lebih utama daripada 

melakukan berbagai macam ibadah.
38

 

e. Mubah 

Hukum menikah menjadi mubah jika faktor-faktor yang 

mengharuskan maupun menghalangi terlaksananya pernikahan 

tidak ada pada diri seseorang.  

  

                                                     
38

 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Cetakan ke-3 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 

2008), 209. 



35 

 

  

7. Macam-macam Perkawinan 

Dalam islam memiliki macam-macam pernikahan, yaitu:
39

 

1. Nikah Mut‘ah 

Menurut bahasa nikah mut‘ah adalah sesuatu yang bisa 

dimanfaatkan dan orang senang bagi memilikinya. Nikah 

mut‘ah sifatnya sementara tidak memiliki tujuan yang 

berterusan dan tujuan nikah mut‘ah hanya untuk merasakan 

kelazatan (seperti makna dari kata mata‘a yaitu kelazatan), dan 

memuaskan hawa nafsu.  

Sedangkan menurut istilah nikah mut‘ah ialah pernikahan 

yang sifatnya sementara saja.  

Mazhab Hanafi berpendapat nikah mut‘ah merupakan 

suatu akad yang dilakukan kepada seorang wanita yang tidak 

mempunyai tujuan dalam sebuah pernikahan seperti hal nya 

melahirkan seorang anak serta mendidik keturunan. Nikah 

Mut‘ah disebut kawin sementara.  

Menurut Wahbah Zuhaily mengatakan nikah mut‘ah ialah 

kawin terputus. Nikah Munaqathi merupakan pernikahan yang 

akad pernikahan dibatasi dengan waktu tertentu, karena laki-
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laki tersebut menikahi wanita itu hanya untuk satu hari, 

seminggu, sebulan dan seterusnya.  

Para ulama sunni sepakat nikah mut‘ah tidak sah. Dapat 

disimpulkan yang dimaksud nikah mut‘ah secara garis besarnya 

adalah pernikahan dengan tujuan menikmati kelazatan dan tidak 

memiliki ikatan resmi pernikahan seperti layaknya suami istri 

seperti hal nya menciptakan hubungan yang erat antara individu 

serta masyarakat melalui hubungan antara beberapa keluarga. 

2. Nikah Syighar 

Menurut bahasa syighar artinya ar raf‘u atau mengangkat. 

Seperti hal nya pelaku syighar sama halnya dengan orang-orang 

yang saling mengangkat kaki secara berhadapan sebagai bentuk 

peremehan atas tawar menawar yang mereka lakukan.  

Sedangkan menurut istilah ialah apabila wali menikahkan 

gadis yang sudah dibesarkannya kepada pria dengan syarat ia 

menikahkannya juga dengan gadis yang di besarkannya.  

Maksudnya adalah pernikahan yang dilaksanakan dengan 

cara saling tukar menukar anak perempuannya atau saudarinya 

untuk dijadikan seorang istri masing-masing tanpa mas kawin, 

maka dari itu pernikahan syighar layaknya barter komoditas 

dalam jual beli. 
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Mazhab syafi‘i berpendapat jika salah satu pengantin atau 

keduanya bersama disebutkan mas kawin maka pernikahan nya 

menjadi sah dengan maskawin mitsil sedangkan mas kawin 

yang telah disebutkan itu menjadi tidak berlaku. 

3. Nikah Muhallil 

Menurut bahasa tahlil ialah menghalalkan sesuatu yang 

hukumnya haram. Kaitannya dengan perkawinan yaitu 

perbuatan menyebabkan seseorang yang awalnya haram 

melangsungkan pernikahan menjadi halal. Yang menyebabkan 

halal tersebut ialah muhallil. Orang yang haram melakukan 

muhallil ialah muhallalah. 

Menurut Sayyid Sabiq dalam fiqih sunnah, nikah muhallil 

ialah seorang lelaki yang akan menikahi wanita yang sudah 

talak tiga kali sudah habis masa iddah nya dan dia melakukan 

hubungan suami istri dengannya maka mentalaknya supaya 

wanita tersebut halal dinikahi oleh suami pertama. 

Nikah tahlil hukumnya tidak sah karena suami pertama 

tetap tidak mendapatkan status halal atas mantan istrinya. 

Pernikahan ini sengaja di rekayasa oleh mnatan suami secara 

lapaz maupun kebiasaan yaitu muhallil bercerita akan 

menceraikan istrinya atau mentalaknya. 
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Nikah muhalil merupakan pernikahan hanya untuk 

menghalalkan bekas istri yang sudah ditalak tiga kali atau talak 

ba‘in. kemudian pria itu menalaknya juga dengan tujuan agar 

bekas suami pertama dapat mengawininya lagi. nikah muhalil 

hukumnya haram. 
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B. Dispensasi Nikah 

1. Pengertian Dispensasi Nikah 

Dispensasi nikah menurut kamus besar Bahasa Indonesia 

yaitu izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan jadi 

dispensasi merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang 

sebenarnya tidak boleh untuk dilakukan atau dilaksanakan.
40

 

Menurut Roihan A. Rasyid, dispensasi nikah adalah dispensasi 

yang diberikan pengadilan agama kepada calon mempelai yang 

belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan.
41

 

Dispensasi nikah ini memiliki arti yaitu memiliki keringanan 

batasan umur dalam melakukan ikatan antara seorang pria dan 

wanita dalam melakukan perkawinan. Menurut W.F Prins dan R. 

Kosim Adisapoetra, bahwa dispensasi adalah Tindakan pemerintah 

yang menyebabkan suatu peraturan perundang-undangan menjadi 

tidak berlaku bagi suatu hal yang istimewa (Relaxation legis).42
  

Sedangkan menurut C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 
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dispensasi adalah penetapan yang sifatnya diklaratoir, yang 

menyatakan bahwa suatu ketentuan Undang-Undang memang 

tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh seorang pemohon.
43

 

Sementara Subekti dan Tjitrosubodo dalam Kamus Hukum 

(1979) mendefiniskan secara ringkas bahwa dispensasi adalah 

penyimpangan atau pengecualian dari suatu perintah. Jadi 

dispensasi nikah ialah diizinkannya pernikahan di bawah umur 

dengan mengajukan permohonan ke pengadilan disertai alasan-

alasan yang dapat diterima dan berdasarkan kebijakan hakim. 

Dispensasi kawin juga adalah pemberian izin kawin oleh 

pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun 

untuk melangsungkan perkawinan. Dispensasi kawin merupakan 

perkara voluntair, yakni perkara permohonan yang di dalamnya 

tidak ada sengketa, sehingga tidak mempunyai lawan dan 

produknya berbentuk penetapan. 

Dalam halnya dispensasi perkawinan tidak terlepas dari izin 

kedua orang tua dari kedua mempelai karena tanpa izin dari 

orangtua perkawinan tidak dapat dilaksanakan sebagimana 

mestinya, kemudian bisa mengajukan dispensasi ke Pengadillan 

Agama maupun Mahkamah Syar‘iyah selanjutnya untuk bisa di 
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sahkan pernikahan nya di KUA (Kantor Urusan Agama) setempat.   

Pada perkara permohonan tidak dapat diterima oleh 

pengadilan kecuali ada kepentingan undang-undang yang 

menghendaki. Istilah dispensasi nikah digunakan untuk permintaan 

yang diajukan oleh orang tua calon mempelai pria dan wanita 

untuk untuk meminta izin agar anak pemohon dijinkan menikah di 

bawah umur. 

Dispensasi perkawinan juga merupakan kelonggaran, 

keringanan yang diberikan oleh pihak yang berwenang yaitu 

Pengadilan Agama maupun Mahkamah Syar‘iyah dalam hal 

perkawinan salah satu mempelai, baik laki-laki maupun perempuan 

yang masih dibawah umur dan diperbolehkan melangsungkan 

perkawinan dengan ketentuan sudah mendapatkan dispensasi dari 

pejabat yang berwenang yang diajukan oleh kedua orang tua calon 

mempelai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan 

sesuai prosedur dispensasi perkawinan dibawah umur yang 

berlaku.  

Perihal pernikahan atau perkawinan di Indonesia telah diatur 

dalam Undang- Undang yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974. Salah satunya aturan mengenai batasan usia menikah dan 

dispensasi bagi seseorang di izinkan menikah. Namun, ketika 
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dalam kondisi darurat, pernikahan dapat diizinkan dengan berbagai 

persyaratan dan tata cara khusus dengan pertimbangan-

pertimbangan yang didasarkan pada Undang-Undang dan hukum 

Islam.
44

 

Pada dasarnya Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak 

tentang dispensasi nikah. Tidak adanya ketentuan agama tentang 

batasan umur minimal dan maksimal untuk melaksanakan 

pernikahan.  

Menurut Roihan Rasyid dispensasi nikah yaitu dispensasi 

diberikan oleh pihak berwenang yaitu Pengadilan Agama kepada 

calon mempelai pria dan wanita yang belum mencapai umur untuk 

melangsungkan perkawinan.
45

 

Apabila belum mencapai umur tersebut, untuk melaksanakan 

pernikahan maka diperlukan suatu dispensasi nikah dari 

pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua 

pihak pria maupun wanita.  

Hal ini diatur dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang 

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974: ―Dalam penyimpangan 

terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada 

Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak 

pria dan wanita‖.
46
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Dasar Hukum Dispensasi Nikah  

Berikut Dasar Hukum dari Dispensasi Nikah:
47

 

a. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

mengatur ketat tentang perkawinan dibawah umur, yaitu harus 

melalui mekanisme sidang pengadilan untuk mendapatkan izin 

dispensasi nikah.  

Pernikahan yang akan dilaksanakan harus mendapatkan 

persetujuan dari kedua calon mempelai untuk melaksanakan 

perkawinan tersebut, dan mendapatkan izin dari orang tua bagi 

pasangan pasangan yang belum mencapai usia 21 tahun. 

Sebagaiman tercantum dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) dalam 

Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974.  

Undang-Undang No.1 tahun 1974 telah menetapkan batas 

minimal usia seseorang untuk melaksana pernikahan, yaitu 

pada pasal 7 ayat 1 yang menjelaskan bahwa perkawinan 

diizinkan apabila pihak laki-laki sudah mencapai usia umur 19 

tahun dan pihak wanita yang sudah mencapai usia 16 tahun,  
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Dalam pasal ini terkandung prinsip-prinsip untuk 

menjamin cita-cita perkawinan, yaitu asas sukarela, partisipasi 

keluarga, kedewasaan dan kematangan calon mempelai baik 

fisik maupun mental. Kedewasaan dan Kematangan fisik dan 

mental merupakan hal yang sangat urgen untuk melakukan 

perkawinan dan  membentuk sebuah keluarga.  

Pemberian batasan minimal usia perkawinan mengandung 

maksud agar perkawinan benar-benar dilakukan oleh calon 

mempelai baik pria maupun wanita yang sudah matang jiwa 

raganya dan dapat mewujudkan tujuan perkawinan. 

b. Undang-Undang No.16 Tahun 2019 

Pasca dikeluarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 atas 

perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan, tepatnya pada tanggal 15 Oktober 2019. Ketentuan 

perubahan ini termuat dalam UndangUndang Republik 

Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang 

telah disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 

2019 di Jakarta.  

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
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Perkawinan mulai berlaku setelah diundangkan oleh Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 

Oktober 2019 di Jakarta. 

Pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan diantaranya adalah bahwa negara 

menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan 

melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin 

hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang 

serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi 

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

Disamping itu bahwa perkawinan pada usia anak 

menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan 

akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti 

hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil 

anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.  

Mahkamah Konstitusi menyatakan frase usia 16 tahun 

dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan bertentangan 

dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebut bahwa 

setiap warga negara memiliki kedudukan sama di hadapan 

hukum. 
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Mahkamah Konstitusi juga menyatakan perbedaan batas 

usia perkawinan laki-laki dan perempuan dalam undang-undang 

tersebut menimbulkan diskriminasi. Sehingga disepakati 

kenaikan batas usia perempuan menjadi 19 tahun. Dengan 

demikian batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan 

adalah sama yaitu 19 tahun.  
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Menurut Mahkamah Konstitusi, pasal 7 ayat 1 Undang-

Undang Perkawinan tidak sinkron dengan pasal 1 Undang-

Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan anak adalah 

seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang 

masih dalam kandungan. Dengan demikian, siapa pun yang 

masih berusia di bawah 18 tahun masih termasuk kategori anak-

anak.  

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa perkawinan anak 

merupakan sesuatu yang dilarang. Dalam putusannya, 

Mahkamah Konstitusi memerintahkan pembentuk undang-

undang untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan paling lambat tiga 

tahun, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia 

perkawinan bagi perempuan. 

Perkawinan yang dilakukan di bawah batas usia yang 

ditentukan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah 

perkawinan anak. Pasca perubahan tersebut, permohonan 

dispensasi nikah di Pengadilan mengalami peningkatan yang 

signifikat.  

Adapun pokok perubahan Undang-Undang tersebut ada 

pada ketentuan Pasal 7 yang berbunyi:
48
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1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah 

mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. 

2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria 

dan orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi ke 

Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai 

bukti-bukti pendukung yang cukup. 

3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat 

kedua belah pihak calon mempelai yang akan 

melangsungkan perkawinan. 

4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau 

kedua orang tua calon mempelai sebagaimana yang 

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga 

ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana 

yang dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi 

ketentuan sebagaimana  yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat 

(6).  

c. Kompilasi Hukum Islam 

Kompilasi Hukum Islam mengatur secara spesifik 

mengenai batasan umur untuk melangsungkan pernikahan 
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yaitu pada pasal 15 ayat (1) tetapi tidak diaturnya mengenai 

dispensasi nikah. Dispensasi nikah hanya diatur di Pasal 7 

ayat (2) Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.  

Walaupun tidak diaturnya mengenai dispensasi nikah 

tetapi Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai batasan 

usia pernikahan, baik pria maupun wanita yang ingin 

melaksanakan pernikahan harus memenuhi persyaratan yang 

telah ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku di 

Indonesia.
49

 

d. PERMA No.5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili 

Permohonan Dispensasi Nikah 

Mahkamah Agung juga memandang serius permasalahan 

dispensasi ini. Sehingga MA secara khusus mengeluarkan 

petunjuk teknis penangan perkara dispensasi nikah berupa 

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.5 tahun 2019 

tentang Pedoman Mengadili Permohonan dispensasi nikah 

yang diberlakukan pada 21 November 2019. 

PERMA merupakan aturan khusus yang dibuat oleh 

Mahkamah Agung sebagai bentuk penjelasan mengenai 
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hukum acara permohonan dispensasi nikah yang belum diatur 

secara jelas dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan No.16 

tahun 2019. Ketentuan batas usia pernikahan dalam PERMA 

yaitu 19 tahun sesuai yang tercantum dalam Undang Undang 

Perkawinan No.16 Tahun 2019 tentang atas Perubahan 

Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Kehadiran PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah 

merupakan bentuk responsif Mahkamah Agung dalam 

menjawab permasalahan terkait Perkawinan usia anak.   

Sebagai lembaga yang menerima, memeriksa, mengadili 

dan memutuskan permohonan dispensasi nikah tentu 

Mahkamah Agung melalui Peradilan di bawahnya dituntut 

untuk memiliki tanggung jawab yang besar tidak hanya untuk 

menciptakan keadilan namun tanpa meninggalkan 

kemanfaatan yang harus dicapai dalam hal ini tujuan utama 

dititik beratkan pada kepentingan anak.  

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.5 tahun 2019 

juga dibuat guna memperlancar penyelenggaraan peradilan 

yang kerap kali terhambat karena belum adanya atau kurang 

lengkapnya pengaturan hukum acara yang terdapat dalam 

Undang-Undang.  
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Kedudukan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh 

lembaga-lembaga khusus atau independent seperti Mahkamah 

Agung lebih tepat disebut juga sebagai peraturan yang bersifat 

lebih khusus (lex specialis).
50

  

Adapun tujuan yang ditetapkannya pedoman mengadili 

permohonan dispensasi nikah adalah untuk: 

1) Menerapkan asas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, 

yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas penghargaan 

atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat 

manusia, asas non deskriminasi, kesetaraan gender, asas 

persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas 

kemanfaatan, dan asas kepastian hukum. 

2) Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi 

hak anak. 

3) Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka 

pencegahan perkawinan anak. 

4) Mengidentifikasikan ada atau tidaknya paksaan yang 

melatar belakangi pengajuan permohonan dispensasi 

nikah. 

5) Mewujudkan standardisasi proses mengadili permohonan 

dispensasi nikah di Pengadilan.  
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2. Faktor Terjadinya Dispensasi Nikah 

Beberapa faktor terjadinya dispensasi nikah sangat bervariasi 

diantara faktor ekonomi, perjodohan, ingin melanggengkan 

hubungan, dan karena faktor yang tidak dikehendaki yaitu MBA 

(Married By Accident) menikah karena kecelakan.  

Dalam hal ini, laki-laki dan perempuan terpaksa 

melaksanakan pernikahan di usia muda dikarena perempuan hamil 

diluar pernikahan. Untuk secara detail berikut faktor-faktor 

terjadinya dispensasi nikah:
51

  

a. Faktor Ekonomi 

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab 

terjadinya dispensasi nikah, keluarga yang mengalami kesulitan 

ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda 

untuk melakukan pernikahan di usia dini.  

Permasalahan ekonomi yang rendah dan kemiskinan 

menyebabkan orang tua tidak mampu tidak mampu mencukupi 

kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah 

sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya 

dengan harapan sudah lepas tanggung jawab untuk membiayai 
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kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa 

memperoleh kehidupan yang lebih baik. 

 Tetapi pada faktanya, kondisi ekonomi anak setelah 

menikah tidak jauh beda dengan kondisi ekonomi orangtuanya, 

sehingga harapan orang tua tidak tercapai melainkan 

meningkatkan angka kemiskinan di Indonesia. 

b. Faktor Hamil Diluar Pernikahan  

Terjadinya hamil diluar pernikahan, karena anak-anak 

melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa 

mereka melakukan pernikahan dini, guna memperjelas status 

anak yang dikandung. Pernikahan ini memaksa mereka 

menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai 

suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini 

berdampak pada penuaan dini, karena mereka belum siap lahir 

dan batin. 

Faktor hamil diluar terjadi akibat pergaulan anak yang 

terlalu bebas yang mana remaja tidak mampu mengendalikan 

dirinya akan kehidupan seksual secara bebas. Hal-hal yang 

yang mendorong remaja untuk melakukan hubungan seksual 

di luar pernikahan, yang berawal dari sepasang remaja yang 

berpacaran dengan gaya pacaran mengikuti negara barat.  
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Faktor hamil diluar nikah juga dapat terjadi akibat 

perkembangan teknologi yang semakin canggih dan 

berkembang, sehingga akibat kemajuan teknologi yang luas 

mengakibatkan memengaruhi generasi muda.  

Terutama pengaruh dari internet yang dapat dengan 

mudah diakses dimana saja, terutama oleh kalangan remaja 

dan anak-anak. Regulasi pornografi di Indonesia yang tidak 

terlalu ketat, menyebabkan remaja dan anak-anak dapat 

dengan mudah mengakses situs pornografi tersebut baik 

berupa gambar, karangan fiksi, maupun video.  
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Yang menyebabkan anak-anak yang mulai dari tingkat 

SD, SMP, SMA dan Mahasiswa cepat menjadi terdewasakan. 

Sebagai besar siswa cukup muda 16-18 pada saat terpapar 

seksual pra-nikah.
52

    

c. Faktor adanya adat istiadat dan kebiasaan nikah muda pada 

keluarga  

Adat istiadat dan kebiasaan menikahkan anak pada usia 

muda, dan hal ini berlangsung secara terus menerus, sehingga 

anak-anak yang ada pada keluarga tersebut secara otomatis 

akan mengikuti kebiasaan tersebut. Pada keluarga yang 

menganut kebiasaan ini, biasanya didasarkan pada 

pengetahuan dan informasi yang diperoleh bahwa islam tidak 

ada batasan usia pernikahan, yang penting sudah baligh dan 

berakal sehingga sudah layaknya menikah.   

Sedangkan dari adat istiadat yang diyakini masyarakat 

yaitu keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan 

seseorang walaupun masih dibawah umur terkadang dianggap 

menyepelekan dan menghina, menyebabkan orang tua 

menikahkannya. 
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c. Faktor mengenai ketidak setaraan gender 

Ketidaksetaraan gender tidak hanya dikarenakan tradisi 

dan keyakinan yang dimiliki masyarakat melainkan, akan 

tetapi juga diakibatkan oleh sistem dan aturan yang 

diterapkan sehingga mengakibatkan penamaan pada 

masyarakat bahwa kedudukan perempuan lebih rendah 

bibandingkan laki-laki.  

Maka sering kali terjadinya perkawinan di bawah umur 

yang terjadi pada perempuan, bukan anak laki-laki. 

e. Faktor Pendidikan 

Pendidikan yang rendah dapat mempengaruhi pola 

pemikiran suatu masyarakat, baik dari pendidikan orangtua 

maupun si anak sendiri. Sedangkan suatu masyarakat yang 

berpendidikan tinggi pasti akan berpikir dua kali untuk 

menikah dan menganggap pernikahan adalah hal yang 

kesekian.  

Berbeda dengan masyarakat yang pendidikannya yang 

rendah, mereka akan mengutamakan pernikahan karena 

dengan cara tersebut mereka dapat mengisi kekosongan hari-

hari anak-anak mereka dan dapat memenuhi kebutuhan 

hidup mereka. 



57 

 

  

Tingkat pendidikan mempengaruhi tingkat kematangan 

pribadi seseorang, dengan pendidikan mereka akan lebih 

menerima suatu perubahan yang baik, dan merespon 

lingkungan yang dapat mempengaruhi kemampuan berpikir 

mereka.
53

 

3. Prosedur Pengajuan Dispensasi Nikah 

Seseorang yang hendak melakukan pernikahan namun usianya 

belum mencukupi sesuai Undang-Undang Perkawinan maka harus 

mendapatkan izin dari Pengadilan. Untuk yang beragama islam 

mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama 

dengan orang tua sebagai pemohon.  

Adapun prosedur pengajuan perkara permohonan di 

Pengadilan Agama sebagai berikut: 

a. Prameja 

Sebelum pemohon mengajukan permohonannya, 

pemohon ke prameja terlebih dahulu untuk memperoleh 

penjelasannya tentang berperkara, cara membuat surat 

permohonan, dan diprameja pemohon dapat minta tolong 

untuk dibuatkan surat permohonan. 

b. Meja I 

Surat permohonan yang telah dibuat dan di tandatangani 

diajukan pada sub kepaniteraan permohonan. Pemohon 

menghadap meja pertama yang akan menaksir besarnya panjar 

biaya perkara dan menuliskan pada Surat Kuasa Untuk 

Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara yang 

diperkirakan telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara 

tersebut. 
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c. Kasir  

Pemohon kemudian menghadap ke kasir dengan 

menyerahkan surat permohonan dan SKUM. Kasir kemudian 

menerima uang tersebut dan mencatat dalam jurnal biaya 

perkara, menandatangani dan memberi nomor perkara serta 

tanda lunas pada SKUM, dan mengembalikan surat 

permohonan dan SKUM kepada pemohon. 

d. Meja II 

Pemohon kemudian menghadap pada meja II dengan 

menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah 

dibayar. Berkas penyelesaian perkara permohonan dispensasi 

nikah di Pengadilan Agama dan diterima Ketua Majelis 

Hakim. Ketua majelis kemudian mempelajari berkas perkara 

tersebut bersama hakim anggota.  

Setelah dipelajari, hakim menetapkan waktu (hari, 

tanggal dan jam) kapan perkara tersebut disidangkan dan 

memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk datang untuk 

menghadap waktu yang telah di tentukan. 
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4. Dampak Pernikahan di Bawah Umur 

Pernikahan di bawah umur telah ditentukan sebagai bentuk 

pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang pernikahan yang 

ada. Secara rinci, berikut beberapa dampak yang dapat terjadi bagi 

pelaku perkawinan di bawah umur:
54

 

a. Dampak pendidikan 

Anak yang menikah di usia muda akan kehilangan hak 

untuk menempuh Pendidikan. Jika seorang anak telah 

melakukan pernikahan di bawah umur maka kemungkinan 

besar akan putus sekolah dan tidak bersekolah lagi. Selain itu, 

motivasi belajar anak akan berkurang dikarenakan telah 

disibukkan dengan kegiatan untuk mengurus rumah tangga. 

b. Dampak biologis dan kesehatan 

Secara biologis, alat reproduksi anak di bawah umur masih 

dalam tahap menuju kematangan sehingga belum siap untuk 

melakukan hubungan seksual, hamil hingga melahirkan.  

Kehamilan pada usia muda memiliki berbagai resiko 

keguguran yang lebih besar, rentan terhadap tekanan darah 

tinggi dan anemia, lahirnya bayi secara premature, bayi cacat, 
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lahirnya bayi dengan berat yang rendah. Dan jika dipaksakan 

dapat mengakibatkan trauma dan depresi, infeksi pada 

kandungan, terjadinya pendarahan pada saat persalinan hingga 

beresiko terhadap kematian ibu dan bayi yang dikandung.  

Selain itu, hubungan seksual di bawah 15 tahun juga dapat 

meningkatkan resiko kanker serviks sepuluh kali lebih tinggi di 

bandingkan dengan yang berusia matang.
55

   

c. Dampak psikologis 

Pasangan di bawah umur umumnya kurang memiliki 

kesiapan mental dalam menghadapi peran dan permasalahan 

rumah tangga. Hal ini dapat menjadi pemicu terjadinya 

pertengkaran hingga kekerasan dalam rumah tangga, bahkan 

berujung ke perceraian.  

Mental yang tidak siap juga dapat menimbulkan depresi, 

trauma, serta gangguan kecemasan, misalkan karena tidak siap 

untuk melakukan hubungan seksual yang berakhir 

menimbulkan rasa trauma, dan tidak siap dalam memenuhi 

berbagai macam kebutuhan rumah tangga yang menyebabkan 

stress dan depresi, dsb. 

d. Dampak ekonomi 
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Anak di bawah umur mayoritas belum memiliki 

penghasilan yang mapan atau tidak memiliki pekerjaan yang 

layak menjadi salah satu permasalahan dalam bagi kehidupan 

rumah tangga. Bahkan beberapa pasangan muda masih 

bergantung pada ekonomi orang tua mereka.  

Akibatnya orang tua menanggung beban ganda karena 

selain harus menghidupi keluargnya sendiri, juga harus 

menggung beban anggota keluarga baru. Hal ini mengakibatkan 

kemiskinan semakin terstruktur. Masalah ekonomi juga sering 

kali menjadi penyebab dari perceraian. 

d. Dampak sosial 

Dari segi sosial, perkawinan dibawah umur juga dapat 

meningkatkan angka perceraian. Alasan yang digunakan 

meliputi ekonomi, pertengkaran, dan perselingkuhan. Hal ini 

terjadi karena pasangan muda memiliki emosi yang masih labil 

dan pola piker yang belum matang sehingga hal-hal kecil 

terkadang memicu pertengkaran hebat.  
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BAB III 

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Gunung Sugih 

1. Letak Geografis  

Pengadilan agama Gunung Sugih, memiliki wilayah 

hukumnya kabupaten Lampung Tengah, secara geografis atau 

astronomi Gunung Sugih terletak pada kedudukan 104˚35˝- 

105˚50˝ bujur timur dan 4˚15˝- 4˚30˝ lintang selatan. Pengadilan 

Agama Gunung Sugih dari kota Bandar Lampung berjarak kurang 

lebih 88,85 km. Luas wilayahnya kurang lebih 4.789.82 km
2
 yang 

terdiri dari 28 kecamatan, 10 kelurahan dan dan 301 desa.
56 

2. Sejarah Pengadilan Agama Gunung Sugih 

Sebelum Pengadilan Agama Gunung Sugih berdiri masyarakat 

pencari keadilan mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama 

Metro, maka setelah adanya Keputusan Keputusan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2002 tanggal 28 Agustus 

2002 Tentang Pembentukan beberapa Pengadilan Agama termasuk 

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang berwilayah di Kabupaten 

Lampung Tengah maka terpisah dengan Pengadilan Agama Metro.  

Dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 

B.II/2/86/2003 tanggal 21 Januari 2003 yang ditunjuk sebagai 

pelaksana 
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ketua Drs. Bakhtiar Mas‘ud yang dilantik di ruang sidang DPRD 

Lampung Tengah dilantik oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama 

Bandar Lampung Drs, H. Much. Bahrun, SH maka resmilah 

Pengadilan Agama Gunung Sugih pada bulan Februari 2003.
57

 

setelah itu mulai kegiatan operasional perkantorannya pada 1 

Maret 2003 dan dengan jumlah pegawai atau personil sebanyak 6 

orang antara lain :
58

 

Tabel 3.1 

Daftar Nama Personil Pengadilan Agama Gunung Sugih 

Kelas 1B 

Tahun 2003 
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 Pengadilan Agama Gunung Sugih, ―Data Pegawai‖ (Lampung Tengah, 

2003). 

No Nama Jabatan 

1 H. Nasrul Waton, SH Hakim 

2 Drs. M. Nasir BN Hakim 

3 Herman Husin, S.Ag Panitera atau Sekretaris 

4 Drs. Aminudi  Panitera Muda Gugatan dan 

merangkap sebagai Kepala 

Urusan Kepegawaian  

5 Itna Fauziyah Qodriah, SH  Panitera Muda Hukum dan 

merangkap Kepala Urusan 

Keuangan dan Umum 

6 Sabrimen S.Ag Jurusita Pengganti 
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Sumber : Pengadilan Agama Gunung Sugih 

 

Dan terdapat 3 tenaga honorer, pada saat itu Pengadilan 

Agama Gunung Sugih menyewa rumah warga untuk dijadikan 

kantor yang lokasinya tidak jauh dari kantor bupati Lampung 

Tengah di jalan Hanura Nomor 05 Gunung Sugih dari tahun 2003 

sampai dengan tahun 2008.  

Pada tahun 2006 Pengadilan Agama Gunung Sugih mendapat 

tanah hibah dari Pemerintahan Daerah Lampung Tengah yang 

berukuran 10.000 m
2 

dan pada usulan RKAKL tahun 2008 

Pengadilan Agama Gunung Sugih mendapat DIPA belanja modal 

untuk pembangunan gedung kantor dengan nilai Rp. 2.400.000.000 

untuk pembangunan kantor dengan luas lantai 1 (satu) 462.72 m
2 
 

dan lantai 2 (dua) 462.72 m
2, 

teras lantai 1 (satu) 11.50 m
2 

dan 

rumah dinas ketua dengan ukuran 87.50 m
2
.  

Pembangun selesai pada tahun 2008 dan di resmikan langsung 

oleh ketua Mahkamah Agung RI bersamaan dengan PA. 

Kotabumi, Blambangan Umpu yang saat itu dijabat oleh Prof. Dr. 

H. Bagir Manan dengan alamat kantor di Jl. Negara no.99 Gunung 

Sugih Lampung Tengah, Telp. 0725-528885 dan Fax. 0725-

524792 serta situs Web : www.pa.gunungsugih,go.id sampai 

dengan sekarang.
59
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3. Visi, Misi Pengadilan Agama Gunung Sugih 

Untuk meningkatkan pelayanan kepada para pencari keadilan 

Pengadilan Agama Gunung Sugih membuat rencana strategis 

tahun 2021-2024 yang selalu di reviu dengan visi ―Terwujudnya 

Pengadilan Agama Gunung Sugih Yang Agung‖ sedangkan untuk 

misinya Pengadilan Agama Gunung Sugih adalah: 

a. Meningkatkan profesionalitas aparatur Pengadilan Agama 

Gunung Sugih. 

b. Mewujudkan manajemen Pengadilan Agama Gunung Sugih 

yang modern. 

c. Meningkatkan akses masyarakat terhadap Pengadilan 

Agama Gunung Sugih. 

d. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

e. Menjaga akuntabilitas dan transparansi Pengadilan Agama 

Gunung Sugih.
60

 

4. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Gunung Sugih 

Pengadilan Agama, merupakan pengadilan tingkat pertama 

yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan 

menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-
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orang yang beragama Islam pada bidang: 

a. Perkawinan 

b. Kewarisan 

c. Wasiat 

d. Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam 

e. Wakaf 

f. Shadaqah dan 

g. Ekonomi syari‘ah 

Sebagaimana yang diatur dalam pasal 49 Undang-undang 

Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama. Untuk 

melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama 

mempunyai fungsi sebagai berikut:
61

 

a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi 

kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan 

eksekusi 

b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara 

banding, kasasi dan peninjuan kembali serta administrasi 

peradilan lainnya 

c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua 

unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian, 
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 ―Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan,‖ 19 April 2023, https://pa-

gunungsugih.go.id/profil-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan.html. 
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dan keuangan kecuali biaya perkara) 

d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang 

hukum Islam kepada Instansi Pemerintah di daerah 

hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 

52 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2010 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama 

e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan 

pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa 

antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan 

berdasarkan hukum Islam sebagaimana yang diatur dalam 

Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 

tentang Peradilan Agama 

f. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk 

pengambilan deposito atau tabungan, pensiunan dsb 

g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti 

penyuluhan hukum, pelaksaan hisab rukyat, pelayanan riset 

atau penelitian dsb. 

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gunung Sugih 

Pengadilan Agama Gunung Sugih memiliki struktur 
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organisasi yang terdiri dari ketua, wakil ketua, hakim, panitera, 

sekretaris, kasubag, bendahara, dan juru sita sebagaimana yang 

tertera pada tabel dibawah ini yaitu:
62

 

Tabel 3.2 

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 

1B  

Tahun 2023 

 

Ketua H. Ahmad Fernandesz, S.Ag., 

M.Sy. 

Wakil Ketua Elis Marliani, S.Ag., M.H. 

Hakim 1. Dodi Alaska Ahmad Syaiful, 

S.H.I., M.H. 

2. Mohammad Ilhamuna, S.H.I. 

3. Novendri Eka Saputra, S.H.I., 

M.H. 

4. H. Abdulloh Al Manan, Lc. 

5. Muhajir Ansori, S.H.I. 

6. As‘ad Fuadi, Lc. 

Panitera Sabrimen, S.Ag., M.H. 

Sekretaris Aswari Humpara, S.H. 

Panitera Muda Permohonan Vivi Wanty, S.H. 

Panitera Muda Gugatan 1. Nelmi Rodia Harahap, S.H., 

M.H. 

2. M. Iksan Alrasid, A.Md. 
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 Pengadilan Agama Gunung Sugih, ―Struktur Organisasi‖ (Lampung Tengah, 

2022). 
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3. M. Junisco Risyan, S.H. 

4. Ebi Haryanto, S.H. 

5. Evisia Velita, A.Md., AB. 

Panitera Muda Hukum 1. Khairul Hadi, S.H. 

2. Vira Rahma Sari, A.Md., AB. 

Kasubag Perencanaan, IT, 

dan Pelaporan 

Zahra Fatimah Mu‘min, S.Kom. 

Kasubag Kepegawaian, 

Organisasi dan Tata 

Laksana 

1. Osi Yunastari Z, S.Kom. 

2. Feby Ardiantika Putri, S.San. 

Kasubag Umum, dan 

Keuangan 

1. Nofri Hidayat, S.H.I. 

2. Wulan Febrianti, A.Md. 

Pranata Komputer M. Zairi Ashidiq, S.Kom. 

Bendahara M. Zairi Ashidiq, S.Kom. 

Panitera Pengganti 1. Rosita, S.Ag. 

2. Rahmawati, S.H.I., M.H.I. 

3. Kurnia Gustiati, S.H., M.H. 

4. H. Yusra Riezky, S.H.I. 

5. Erlia Aditya Setyaningrum, S.H. 

6. Fakhriya Hakim, S.H.I. 

Jurusita 1. M. Ardian, S.H 

2. Aswan Radesa Putra 

3. Finnur 

4. Eliyani 

Jurusita Pengganti Marhayah 

Sumber : Data Struktur Pegawai Pengadilan Agama Gunung Sugih  
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B. Tingkat Pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama 

Gunung Sugih 

Berdasarkan pasca berlakunya Undang Undang No.16 Tahun 

2019 atas Perubahan Undang Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, 

terkait perubahan usia perkawinan pada wanita yang sebelumnya 16 

tahun menjadi 19 tahun bahwasanya jumlah pengajuan permohonan 

dispensasi nikah di Pengadilan Agama Gunung Sugih meningkat. 

Dan berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan pada 

tanggal 9 Februari 2023, bersama salah satu Hakim Pengadilan 

Agama Gunung Sugih yaitu bapak. Novendri Eka Saputra S.H.I., 

M.H. dari keterangan yang didapat dari beliau bahwa pasca 

pemberlakuan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 permohonan 

Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Gunung Sugih meningkat, 

dari tahun 2020-2022 meningkat pertahunnya,  

―Dari tahun 2019 yang hanya tidak sampai seratus perkara 

yang di tangani, menjadi seratus perkara lebih di tahun 2020 dan di 

tahun 2022 meningkat lagi hampir mencapai titik kurang lebih dua 

ratus khusus untuk perkara dispensasi nikah, efek dominonya sangat 

tinggi terkait dengan perubahan usia terutama untuk mempelai 

wanitanya dari usia 16 tahun ke usia 19 tahun semakin meningkat. 

Yang dimana dulunya Pengadilan Agama Gunung Sugih menerima 

perkara dispensasi nikah dibawah 50 meningkat menjadi ratusan 

setiap tahunnya dari golongan kaum hawanya.‖
63
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 Novendra Eka Saputra (Hakim), "Pengadilan Agama Gununug Sugih," 

Wawancara dengan penulis, 9 Februari 2023. 
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Beliau menjelaskan bahwa alasan yang sering diajukan pemohon 

untuk dispensasi nikah mayoritas sudah melakukan hubungan suami 

istri dan kehamilan tanpa adanya ikatan pernikahan dan untuk 

mengabulkan permohonan dispensasi nikah harus memiliki alasan 

yang mendesak sesuai yang tertera dalam Undang-Undang No.16 

Tahun 2019.  

Jika mengajukan karena alasan baru kedekatan dan belum ada 

alasan mendesak permohonan tersebut akan ditolak. Akan tetapi, jika 

sudah        terlanjur hamil maka permohonan tersebut dikabulkan.  

C. Penetapan Perkara Dispensasi Nikah Nomor 

317/Pdt.P/2022/PA.Gsg 

Berdasarkan isi dari penetapan perkara dispensasi nikah dengan 

Nomor 317/Pdt.P/2022/PA.Gsg, bahwasanya sebagaimana hasil dari 

wawancara kepada Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih bapak 

Sabrimen S.Ag., M.H.  

―Bahwasanya dalam memutuskan perkara dispensasi nikah 

yaitu menggunakan Undang Undang No.1 Tahun 1974 yang telah 

dirubah menjadi Undang Undang No.16 Tahun 2019, Kompilasi 

Hukum Islam, PERMA No.5 Tahun 2019 Tentang Pedoman 

Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, serta hukum hukum atau 

dalil syara‘ yang berkaitan dengan dispensasi nikah seperti kaidah 

kaidah hukum seperti Kompilasi Hukum Islam.‖
64
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 Sabrimen (Panitera), "Pengadilan Agama Gununug Sugih," Wawancara 

dengan penulis, 9 Februari 2023. 
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Beliau juga menjelaskan terkait pada pada penetapan perkara 

Nomor 317/Pdt.P/2022/PA.Gsg mengenai permohonan dispensasi 

nikah tersebut bahwa calon mempelai wanita tersebut masih 

dibawah usia 19 tahun untuk dapat melaksanakan pernikahan 

dijelaskan pada pasal 7 ayat (1) bahwasanya perkawinan hanya 

diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 

(Sembilan Belas) tahun.  

Mempelai wanita masih berusia 17 sedangkan untuk mempelai 

laki-laki berusia 20 (Dua Puluh) tahun dan sudah memenuhi syarat, 

akan tetapi mempelai wanita belum memenuhi syarat untuk dapat 

melaksanakan pernikahan. Sehingga kedua orang tua calon 

mempelai diharuskan mengajukan permohonan dispensasi nikah di 

Pengadilan Agama. 

Karena calon mempelai wanita masih dibawah umur dan masih 

tergolong anak-anak. Dalam Hukum Islam kriteria kedewasaan 

memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil dan balig 

yang meliputi haid untuk perempuan dan mimpi basah untuk laki-

laki.  

Maka dari itu anak para pemohon telah dikategorikan sebagai 

mukallaf dikarenakan telah memasuki aqil dan baligh dan telah 

mampu melaksanakan hak dan kewajibannya dengan penuh dan 
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bertanggung jawab.  

Dalam permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh 

pemohon bahwa anak para pemohon telah memiliki rasa saling suka 

sehingga akhirnya mereka menjalin kasih. Diketahui mereka 

berpacaran sudah lama dan akibat dari hubungan mereka yang sangat 

dekat anak para pemohon tengah hamil dengan usia kandungan 8 

(delapan) minggu.  

―Untuk mengajukan permohonan pemohon harus beragama 

islam yang sebagaiman merupakan kompetensi absolut Pengadilan 

Agama. Beliau juga menjelaskan terkait alat bukti yang harus diajukan 

oleh pemohon dalam perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama 

Gunung Sugih di tahun 2022 lebih ke bukti surat, untuk bukti surat 

tersebut bisa sampai dengan 14 alat bukti yang diajukan yaitu terdiri 

dari:‖
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a. KTP Pemohon I, Pemohon II (Orang tua) 

b. Kartu Keluarga (KK) 

c. Buku Nikah Orang Tua 

d. KTP si Anak 

e. Akta Kelahiran Anak 

f. Ijazah Anak 

g. Akta Kelahiran Calon Suami 

h. KTP Calon Suami 

i. Ijazah Calon Suami 
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 Novendra Eka Saputra (Hakim), Pengadilan Agama Gununug Sugih. 
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j. Kartu Keluarga (KK) dari Calon Suami 

k. Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari KUA  

l. Surat-Surat Keterangan Sehat, dari medis bahwasanya si anak 

secara medis tidak ada halangan untuk menikah, mereka sehat baik 

calon suami maupun calon istrinya. 

m. Surat Rekomendasi dari instansi Lembaga Perlindungan Anak 

Kabupaten Lampung Tengah dan hasil assesmen dari Lembaga 

Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah  

n. Surat Keterangan Hamil. 

Maka untuk itu, hasil dari wawancara dengan hakim serta 

panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih bahwasanya hakim 

mengabulkan permohonan tersebut agar memberikan perlindungan 

untuk bayi yang didalam kandungan calon mempelai wanita agar 

memiliki identitas yang jelas untuk menutupi aib wanita dan keluarga. 
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BAB IV 

ANALISIS PENELITIAN 

 

A. Tingkat Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan 

Agama Gunung Sugih Pasca Pemberlakuan Undang Undang 

No.16 Tahun 2019 

Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah 

diubah menjadi Undang Undang No.16 Tahun 2019 yang terkait 

dengan batasan usia untuk menikah.  Saat masih diberlakukannya 

Undang Undang No.1 Tahun 1974 batas minimum untuk 

melaksanakan pernikahan yaitu usia 19 tahun untuk laki-laki dan 16 

tahun untuk perempuan.  

Kemudian usia tersebut diubah dalam Undang Undang No.16 

Tahun 2019 menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk 

perempuan.  

Hasil analisis terhadap data pengajuan dispensasi nikah di 

Pengadilan Agama Gunung Sugih sesudah pemberlakuan Undang 

Undang No.16 Tahun 2019 dimana sebelum pemberlakuan Undang 

Undang perubahan perempuan usia dibawah 16 tahun sudah banyak 

melaksanakan pernikahan, dan setelah diberlakukannya Undang 

Undang No.16 Tahun 2019 dimana usia pernikahan telah  dinaikannya 
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menjadi 19 tahun tujuannya untuk membatasi pernikahan usia dini 

bagi perempuan, namun dampak pemberlakuan Undang Undang 

perubahan tersebut dikatahui pengajuan pernikahan dibawah usia 19 

tahun semakin meningkat.  

Terkait meningkatnya pengajuan permohonan dispensasi nikah di 

Pengadilan Agama Gunung Sugih pasca pemberlakuan Undang 

Undang No.16 Tahun 2019 yaitu pada tahun 2020 jumlah yang 

mengajukan permohonan sebanyak 165 perkara permohonan 

dispensasi nikah, lalu di tahun 2021 sebanyak 148 perkara 

permohonan dispensasi nikah dan ditahun 2022 sebanyak 174 perkara 

permohonan dispensasi nikah .
66

 

Tabel 4.1 

Data Dispensasi Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Gunung 

Sugih 

Tahun 2019-2022 

Sumber: Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Gunung 

Sugih 
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 Pengadilan Agama Gunung Sugih, ―Keadaan Perkara Dispensasi Nikah‖ 

(Lampung Tengah). 

No Tahun Penetapan Jumlah Perkara Masuk 

1 2019 41 

2 2020 165 

3 2021 148 

4 2022 174 
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Dan pada tahun 2022 jumlah pengajuan permohonan dispensasi 

nikah di Pengadilan Agama Gunung Sugih yaitu sebanyak 174 

perkara permohonan dispensasi nikah dengan rincian pengajuan 

perkara dispensasi perbulannya dapat dilihat pada Tabel 4.2.
67

 

Tabel 4.2 

Rekapitulasi Perkara Dispensasi Nikah Yang Diputus Di  

Pengadilan Agama Gunung Sugih 2022 
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 Pengadilan Agama Gunung Sugih, ―Perkara Dispensasi Nikah‖ (Lampung 

Tengah, 2022). 

NO Bulan Jumlah 

1 Januari 8 

2 Februari 12 

3 Maret 14 

4 April 6 

5 Mei 10 

6 Juni 19 

7 Juli 14 

8 Agustus 19 

9 September 20 

10 Oktober 26 
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Sumber : Data Perkara Dispensasi Nikah 2022 di Pengadilan 

Agama Gunung Sugih 

 

Berdasarkan dari data rekapitulasi dispensasi nikah yang 

diputuskan di Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tahun 2022 

tidak semuanya dikabulkan terdapat 2 perkara yang dicabut dan 3 

perkara yang ditolak.  

Dan dari data rekapitulasi perkara dispensasi nikah tahun 2022 

yang diperoleh diatas terjadi peningkatan permohonan perkara 

dispensasi nikah di Pengadilan Agama Gunung Sugih pasca 

berlakunya Undang Undang No.16 Tahun 2019, pada bulan 

September dan Oktober mengalami peningkatan pengajuan perkara 

yaitu terdapat 20 perkara di bulan September dan 26 perkara di bulan 

Oktober. Sedangkan di bulan November mengalami penurunan 

menjadi jumlah 11 perkara lalu meningkat kembali di bulan Desember 

dengan 15 perkara, perkara naik signifikan pada bulan Oktober 

dibandingkan bulan Januari sampai Agustus dan bulan November. 

Berdasarkan dari rekapitulasi jumlah permohonan dispensasi 

nikah di Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tahun 2022, 

11 November 11 

12 Desember 15 

 Jumlah 174 
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peningkatan jumlah permohonan dispensasi nikah menjadi 174 

perkara terjadi dengan beberapa alasan.  Beberapa alasan pengajuan 

dispensasi nikah tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 4.3. 

Tabel 4.3 

Data Alasan Penyebab Meningkatnya Permohonan Dispensasi 

Nikah  di Pengadilan Agama Gunung Sugih Tahun 2022 

 

No Alasan Jumlah 

1 Hamil Diluar Pernikahan 63 Perkara 

2 Kekhawatiran Orang Tua 40 Perkara 

3 Telah Melakukan Hubungan Layaknya 

Suami Istri 

66 Perkara 

4 Prinsipal Tidak Hadir 2 Perkara 

5 Masih Bisa Menjaga Diri 2 Perkara 

6 Tidak Bisa Menjaga Hawa Nafsu 1 Perkara 

Jumlah 174 Perkara 

Sumber: Data Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2022 

Dari data diketahui bahwa ada tiga (3) alasan penyebab 

meningkatnya pengajuan jumlah permohonan dispensasi nikah di 

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang sangat signifikan yaitu adanya 

hamil diluar nikah, kekhawatiran orang tua dan telah melakukan 

hubungan seksual. 

1. Hamil di Luar Nikah 

Alasan yang menyebabkan permohonan dispensasi nikah 

meningkat di Pengadilan Agama Gunung Sugih yaitu hamil tanpa 
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adanya ikatan perkawinan hal ini terjadi dikarenakan tingkat 

pengawasan orang tua terhadap anak kurang terutama anak 

perempuan. Sehingga orang tua tidak mengetahui pergaulan anak 

mereka jika tidak berada di rumah.  

Kehamilan dibawah umur juga terjadi dikarenakan anak yang 

usianya dibawah 19 mengalami perubahan fisik dan psikologis 

mereka yang mempengaruhi perubahan perilaku mereka seperti 

mulai memiliki rasa tertarik dengan lawan jenis.  Hal tersebut 

memunculkan prilaku berupaya menarik perhatian lawan jenis 

sehingga akan muncul cinta kepada lawan jenis dan setelah itu 

akan muncul gerakan seksual seperti berpegangan tangan, 

berciuman, berpelukan sampai pada hal yang dilarang agama yaitu 

melakukan hubungan seksual tanpa adanya ikatan penikahan.  

Kondisi sosial kemasyarakatan dimana keadaan hamil diluar 

nikah tidak lagi menjadi  hal yang tabu di lingkungan masyarakat.  

Pergaulan bebas yang sudah marak dikalangan remaja dan gaya 

berpacaran yang kebarat-baratan sudah biasa dikalangan remaja 

termasuk juga dikalangan remaja muslim.  Sementara di dalam 

ajaran agama Islam pacaran termasuk perbuatan zina akan tetapi 

mereka bersikap acuh terhadap aturan dan pedoman ini. 

Saat ini wawasan dan edukasi seksual terhadap remaja sangat 
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rendah, sehingga kurangnya edukasi seksual tersebut berresiko 

terhadap kehamilan diluar nikah pun meningkat. Pada 

kenyataannya banyak remaja yang belum tidak memahami atau 

tidak mengetahui dampaknya yang akan merugikan dirinya sendiri. 

Hamil diluar nikah merupakan dampak dari kurangnya 

edukasi dan perhatian dari orang tua. Terutama mengenai agama 

dan edukasi seksual, hal tersebut dapat menimbulkan menurunnya 

moral yang dialami oleh anak-anak. Jika sudah terjadi kondisi 

seperti ini maka cara satu-satunya yaitu menikahkan anaknya. Agar 

bayi yang di dalam kandungan calon mempelai wanita memiliki 

identitas.  

Faktor ini sering menjadi alasan pemohon untuk mengajukan 

permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama dan dengan 

secara terpaksa hakim akan mengabulkan permohonan tersebut 

untuk menyelamatkan bayi yang ada di dalam kandungan dan 

menjaga kemaslahatan dan kemanfaatan dari dispensasi nikah 

tersebut. 

2. Faktor Kedekatan atau Kekhawatiran Orang Tua 

Alasan kedekatan juga menjadi penyebab meningkatnya 

pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama 

Gunung Sugih dikarenakan kekhawatiran orang tua apabila anak 
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mereka tidak segera dinikahkan ditakutkan akan melakukan hal 

yang melanggar syariat islam. Adanya hubungan kedekatan antara 

pasangan kekasih laki-laki dan perempuan yang selalu bersama 

sehingga tidak bisa lagi dipisahkan dimana dalam kehidupan 

sehari-hari mereka sudah seperti suami istri selalu bersama dari 

berangkat sekolah bersama, main bersama dan jalan-jalan bersama, 

meskipun belum memiliki ikatan, sehingga timbul pembicaraan 

yang tidak baik dari para tetangga dan orang sekitarnya.  Akibat 

hal itu menyebabkan orang tua khawatir, dan ingin segera 

menikahkan anak mereka dikarenakan jika tidak dinikahkan 

ditakutkan anak mereka melanggar norma agama karena tidak bisa 

mengontrol diri jika di luar rumah dan diluar pantauan orang tua. 

Penyebab lain dari hubungan percintaan anak yang sudah sulit 

untuk dipisahkan yaitu kemajuan teknologi, yang dimana pada 

zaman sekarang penggunaan alat elektronik dapat mengakses 

berbagai macam penelusuran baik penelusuran yang positif 

maupun negatif.  

Bagi mereka yang belum bisa berfikiran dewasa sebagai 

pengguna elektronik akan berdampak buruk dalam penggunaan 

media elektronik. Termasuk melakukan sesuatu yang seharusnya 

tidak mereka lakukan, seperti melakukan hubungan suami istri 
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tanpa adanya ikatan perkawinan, dan ini terjadi dikarenakan sang 

anak menyaksikan hal yang dilakukan oleh orang lain melalui 

media sosial. 

Dari data permohonan dispensasi nikah pada tahun 2022 tidak 

semua permohonan tersebut dikabulkan ada yang ditolak dan 

dicabut terutama dengan alasan prinsipal tidak hadir dan masih 

dapat menjaga diri. Sedangkan permohonan alasan yang lain 

dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih.   

3. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perkara Dispensasi 

Nikah Nomor 317/Pdt.P/2022/PA.Gsg 

Dalam mengadili putusan perkara dispensasi nikah hakim 

dihadapkan pada dua kemudaratan yang ada yakni mudharat akibat 

pernikahan diusia dini dan mudharat jika dispensasinya ditolak.  

Dari dua pertimbangan itu, hakim lebih sering mengabulkan 

permohonan dispensasi nikah dengan menimbang bahwa 

kemudharatan yang timbul akibat ditolaknya permohonan 

dispensasi lebih besar dibanding dengan kemudharatan yang terjadi 

akibat dari pernikahan dibawah usia itu sendiri. 

Dalam memberikan penetapan hakim dapat memberikan 

berdasarkan pada fakta hukum yang ada dengan merujuk keterangan 

dari orang tua (pemohon dan calon besan), kedua calon mempelai 
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dan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan.  

Lebih luas lagi, penetapan hakim juga harus 

mempertimbangkan berbagai sudut pandang baik secara syar‘i, 

yuridis, sosiologis dan juga pertimbangan kesehatan.  

Berdasarkan analisis dan hasil dari penelitian yang dilakukan 

pada hakim serta data yang diperoleh dari salinan putusan dispensasi 

nikah tersebut, bahwasanya pertimbangan hakim dalam memutuskan 

putusan dispensasi nikah tersebut berdasarkan oleh beberapa aspek 

antara lain sebagai berikut: 

1. Undang Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) dan (2) 

Tentang Perkawinan, dalam Undang Undang tersebut pada pasal 

7 ayat (1) menjelaskan bahwa batas usia untuk melaksanakan 

perkawinan bagi pria yaitu 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun. 

Sedangkan pada pasal 7 ayat (2) menjelaskan jika ingin 

melaksanakan pernikahan akan tetapi usia masih dibawah umur 

tersebut maka harus mengajukan dispensasi nikah.    

2. Undang Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas 

Undang Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 

bahwasanya dalam Undang Undang ini menjelaskan tentang 

perubahan batas minimal usia pernikahan pada wanita yang 

awalnya batas minimal usia tersebut 16 tahun menjadi 19 tahun. 
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3. PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Republik Indonesia 

Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Mengadili Permohonan Dispensasi 

Nikah.  

4. Kompilasi Hukum Islam pasal 53 ayat, bahwasanya wanita yang 

hamil diluar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang 

menghamilinya, perkawinan dengan wanita hamil disebut pada 

ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu 

kelahiran anaknya, dan dengan dilangsungkannya perkawinan 

pada saat wanita sedang hamil, tidak diperlukan perkawinan 

tersebut diulang setelah anak yang dikandung lahir. 

Berdasarkan dalil dari para pemohon bahwasanya hakim 

mengabulkan permohonan tersebut dikarenakan sang anak yang 

masih berusia 17 tahun sudah memiliki kedekatan dengan si laki-laki 

hingga kedekatan mereka mencapai  2 tahun dan sudah diketahui 

bahwa telah hamil selama 8 (delapan) minggu. Sehingga hakim 

mengabulkan permohonan tersebut dikarenakan adanya alasan yang 

mendesak dan tidak dapat dipisahkan lagi.  

Maka untuk menghindari komentar negatif dari masyarakat dan 

kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum syar‘i yang lebih besar 

dari keduanya, maka dari itu darurat menjadi alasan dikabulkannya 

dispensasi nikah untuk menghindari suatu kemudharatan yang 
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mungkin akan lebih besar lagi jika perkawinan tersebut tidak 

dilaksanakan. 

Maka majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan 

permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh mempelai dan 

segera untuk melaksanakan perkawinan. 

Dengan demikian paparan pertimbangan hakim pada putusan 

perkara dispensasi nikah Nomor 317/Pdt.P/2022/PA.Gsg bahwa 

Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih menggunakan dasar 

hukum dalam Undang Undang dan dasar hukum dari sumber 

hukum islam.   

Dan Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih mengabulkan 

permohonan perkara dispensasi nikah Nomor 

317/Pdt.P/2022/PA.Gsg dikarenakan adanya alasan yang 

mendesak. Jika tidak dikabulkan ditakutkan akan menimbulkan 

kemudharatan 



 

 

  

BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan  

Berdasarkan analisis pada bagian sebelumnya, baik hasil 

wawancara, salinan putusan pda bab III dan Analisa data pada bab IV 

maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut. 

1. Tingkat pengajuan permohonan perkara dispensasi nikah pasca 

berlakunya Undang Undang No.16 tahun di Pengadilan Agama 

Gunung Sugih meningkat pertahunnya. Yang menjadikan tingkat 

pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama 

Gunung Sugih meningkat yaitu adanya faktor kehamilan diluar 

pernikahan (married by acciedent), faktor kedekatan atau 

kekhawatiran orang tua yaitu gaya pacaran yang berlebihan yang 

menyebabkan kekhawatiran orang tua, dan terakhir faktor 

ekonomi. Faktor dominan yang terjadi dalam pengajuan 

permohonan dispensasi nikah yaitu dikarenakan kedekatan atau 

kekhawatiran orang tua. 

2. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan putusan 

perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Gunung Sugih, 

yaitu telah sesuai dengan isi dari Undang Undang Pasal 7 ayat (1) 
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dan (2) atas perubahan Undang Undang Perkawinan No.1 Tahun 

1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Permohonan dispensasi nikah 

pemohon telah dikabulkan oleh majelis hakim dikarenakan 

adanya alasan mendesak sehingga mengharuskan anak para 

pemohon dinikahkan yang dikarenakan telah hamil. Untuk 

menghindari kemudharatan atau hal-hal yang tidak berkenaan. 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan dari hasil analisis dan kesimpulan yang telah 

dilakukan, peneliti memberikan rekomendasi: 

1. Bagi hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah telah 

sesuai dengan dasar hukum dan pertimbangan hukum. Akan tetapi 

dengan kondisi meningkatnya permohonan dispensasi nikah 

setelah berlakunya Undang Undang No.16 Tahun 2019 Hakim 

harus berhati-hati dalam mengabulkan dan menolak permohonan 

dispensasi nikah agar tidak terjadinya dampak negatif yang 

ditimbulkan dari putusan perkara dispensasi nikah tersebut. 

2. Bagi masyarakat umum dan khususnya orang tua untuk lebih ketat 

dalam menjaga dan menasihati anaknya dalam urusan pergaulan 

anak baik dari pergaulan sosial media maupun sosial di 

masyarakat. Orang tua disarankan juga untuk lebih mengajarkan 

anak terkait edukasi agama, agar sang anak tidak melakukan hal- 

hal yang dapat menyimpang agama termasuk dalam pergaulan 

bebas yang marak terjadi di lingkungan para anak remaja. 



 

 

91  

DAFTAR RUJUKAN 

 

Asmarini, Andini. ―Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Di 

Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi).‖ Familia: 

Jurnal Hukum Keluarga Volume 2, Nomor 2 (December 2021). 

https://doi.org/10.24239/familia.v2i2.30. 

 

Asrori, Ahmad. ―Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan 

Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia 

Muslim.‖ Al-’Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam Volume 

12, Nomor 2 (December 2015). 

https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.215. 

 

Atabik, Ahmad, dan Khoridatul Mudhiiah. ―Pernikahan Dan Hikmahnya 

Perspektif Hukum Islam.‖ Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum 

Dan Hukum Islam Volume 5, Nomor 2 (January 2016). 

https://doi.org/10.21043/yudisia.v5i2.703. 

 

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 

Fiqh Munakahat. Jakarta: Amzah, 2009. 

 

Din, Mohd, Mujibussalim Mujibussalim, dan Eli Dani Isma. ―Kebijakan 

Kriminal Dalam Penanggulangan Perkawinan Di Bawah Umur.‖ 

Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan 

Pranata Sosial Volume 7, 

Nomor 1 (November 2018). https://doi.org/10.22373/dusturiyah.

v7i1.2337. 

 

Ghozali, Abdul Rahman. Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana, 2010. 

 

Gobel, Meity Van. ―Dispensasi Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 

16tahun 2019 Di Pengadilan Agama Manado.‖ I’tisham : Journal 

of Islamic Law and Economics Volume 1, Nomor 1 (December 

2021). https://journal.iain-

manado.ac.id/index.php/itisham/article/view/1699. 

 

Hasan, KN. Sofyan m. Hukum Keluarga Dalam Islam. Malang: Setara 

Press, 2018. 

 

 

 



92 

 

 

 

Hidayatulloh, Haris, dan Miftakhul Janah. ―Dispensasi Nikah di Bawah 

Umur dalam Hukum Islam.‖ Jurnal Hukum Keluarga Islam 

Volume 5, Nomor 1 

(April 2020). http://journal.unipdu.ac.id:8080/index.php/jhki/artic

le/view/2128. 

 

Ilma, Mughniatul. ―Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas 

Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019.‖ 

Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam Volume 2, 

Nomor 2 (July 2020). 

https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478. 

 

Inayah, Nurul. ―Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar 

Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 

(Analisis Hukum Acara Peradilan Agama).‖ Al-Ahwal: Jurnal 

Hukum Keluarga Islam Volume 10, Nomor 2 (January 2018). 

https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10206. 

 

Iqbal, Muhammad, dan Rabiah Rabiah. ―Penafsiran Dispensasi 

Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa 

Putusan Mahkamah Syar‘iyah Aceh).‖ El-Usrah: Jurnal Hukum 

Keluarga Volume 3, Nomor 1 (August 2020). 

https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2127415. 

 

Ja‘far, Kumedi. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Bandar 

Lampung: Arjasa Pratama, 2021. 

 

Jamdes, Nur Oktaviani. ―Analisis Putusan Perkara No. 86/Pdt. P/2019/Pa. 

Jmb Tentang Dispensasi Kawin Dan Hubungannya Dengan 

Putusan Perceraian No. 819/Pdt. G/2021/Pa. Jmb Di Pengadilan 

Agama Jambi Kelas 1a.‖ Skripsi, UIN Sultan Thaha Saifuddin 

Jambi, 2022. 

 

Kansil, C.S.T, dan Christine S.T Kansil. Kamus Istilah Aneka Ilmu. 

Jakarta: PT. Surya Multi Grafika, 2001. 

 

Lubis, Lisman. ―Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan 

Undang -Undang Perkawinan.‖ Law Jurnal Volume 2, Nomor 1 

(Agust 2021). https://doi.org/10.46576/lj.v2i1.1447. 

 

Manshur, Ali. Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam. Malang: UB 



 

 

93  

Press, 2017. 

 

Mubasyaroh. ―Analisis Faktor Penyebab Perkawinan Anak Dan 

Dampaknya Bagi Pelakunya.‖ Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum 

Dan Hukum Islam Volume 7, Nomor 2 (December 2016). 

https://doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2161. 

 

Muntamah, Ana Latifatul, Dian Latifiani, dan Ridwan Arifin. 

―Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah 

(Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak).‖ 

Widya Yuridika Volume 2, Nomor 1 (June 2019). 

https://doi.org/10.31328/wy.v2i1.823. 

 

Muslihun, Muslihun, dan Misbah Khusurur. ―Pandangan Hakim 

Terhadap Dispensasi Nikah Dan Relevansinya Dengan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.‖ 

Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam Volume 2, Nomor 

1 (July 2017). 

https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/wst/article/view/94. 

 

Muzzamil, HM, dan Muhammad Kunardi. ―Implikasi Dispensasi 

Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga Di Pengadilan 

Agama Semarang.‖ Jurnal Pembaharuan Hukum Volume 1, 

Nomor 2 (Agust 2014). https://doi.org/10.26532/jph.v1i2.1479. 

 

Narbuko, Cholid, dan Abu Ahmad. Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi 

Aksara, 2007. 

 

Nasional, Departemen Pendidikan. Kamus Besar bahasa Indonesia. 

Cetakan ke-3. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008. 

 

Novendra Eka Saputra (Hakim). "Pengadilan Agama Gununug Sugih," 

Wawancara dengan penulis, 9 Februari 2023. 

 

Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana. Bandar 

Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020. 

 

Pengadilan Agama Gunung Sugih. ―Data Pegawai.‖ Lampung Tengah, 

2003. 

 

———. ―Keadaan Perkara Dispensasi Nikah.‖ Lampung Tengah. 

 



94 

 

 

 

———. ―Letak Geografis.‖ Lampung Tengah, t.t. 

 

———. ―Perkara Dispensasi Nikah.‖ Lampung Tengah, 2022. 

 

———. ―Struktur Organisasi.‖ Lampung Tengah, 2022. 

 

Prastowo, Andi. Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif 

Rancangan Penelitian. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011. 

 

Prawiroharjono, Soetrisno. Kapita Selekta Ekonomi Indonesia. Cetakan 

ke-2. Yogyakarta: Andi Offset, 1992. 

 

Prijanto, Tulus. ―Tinjauan Dan Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan 

Yang Tidak Tercatat Pemerintah Serta Dampaknya Secara 

Ekonomi.‖ Jurnal Ilmiah Edunomika Volume 5, Nomor 02 (Mei 

2021). https://doi.org/10.29040/jie.v5i2.2376. 

 

 

Ramulyo, Mohammad Idris b. Hukum perkawinan Islam suatu analisis 

dari Undang Undang No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum 

Islam. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007. 

 

Rasyid, Roihan. Hukum Acara Peradilan Agama. Jakarta: PT Raja 

Grafindo persada, 2005. 

 

Rayhani, Suriyadi, dan Yahya Julianto Eko Prasetyo. ―Prosedur/Landasan 

Hukum Penetapan Anak Di Bawah Umur Yang Ingin 

Melangsungkan Pernikahan Di Pengadilan Agama.‖ Jurnal 

Sagacious Volume 6, Nomor 1 (December 2019). 

https://rumahjurnal.net/sagacious/article/view/930. 

 

Rohmat. ―Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran 

Syâfi‘îyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia.‖ Al-

’Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam Volume 10, Nomor 2 

(July 2011). https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.253. 

 

Romli, Dewani. Fiqih Munakahat. Cetakan ke-1. Bandar Lampung: Nur 

Utovi Jaya, 2019. 

 

Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah. Cetakan ke-3. Jakarta: Cakrawala 

Publishing, 2008. 



 

 

95  

 

Sabrimen (Panitera). "Pengadilan Agama Gununug Sugih," Wawancara 

dengan penulis, 9 Februari 2023. 

 

Santoso. ―Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, 

Hukum Islam Dan Hukum Adat.‖ Yudisia : Jurnal Pemikiran 

Hukum Dan Hukum Islam Volume 7, Nomor 2 (December 2016). 

https://doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2162. 

 

―Sejarah Pengadilan,‖ 19 April 2023. https://pa-gunungsugih.go.id/profil-

pengadilan/sejarah-pengadilan.html. 

 

Soffa, Novfa Badrus. ―Studi Komparatif UU No 16 Tahun 2019 Dan UU 

No 1 Tahun 1974 Tentang Dispensasi Perkawinan Anak Di 

Bawah Umur.‖ Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2020. 

 

Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: 

Afabeta, 2011. 

 

Suharsaputra, Uhar. Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan 

Tindakan. Jakarta: Refika Aditama, 2013. 

 

Syafi‘i, Imam. ―Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi 

Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif).‖ Mabahits : 

Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 1, Nomor 2 (November 

2020). https://doi.org/10.36835/mabahits.v1i2.532. 

 

Syahri, Akhmad, dan Lailia Anis Afifah. ―Fenomena Hamil Di Luar 

Nikah Di Kalangan Remaja Ditinjau Dalam Perspektif 

Pendidikan Islam.‖ Attarbiyah Volume 27, no. Nomor 0 

(November 2017). https://doi.org/10.18326/tarbiyah.v27i0.1-18. 

 

―Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan,‖ 19 April 2023. https://pa-

gunungsugih.go.id/profil-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi-

pengadilan.html. 

 

Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. 

 

―Visi dan Misi Pengadilan,‖ 19 April 2023. https://pa-

gunungsugih.go.id/profil-pengadilan/visi-dan-misi-

pengadilan.html. 

 



96 

 

 

 

Wafa, Moh Ali. Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam 

Hukum Islam Dan Hukum Materil. Tanggerang Selatan: Yayasan 

Asy-Syari‘ah Modern Indonesia (YASMI), 2018. 

 

Wibisana, Wahyu. ―Pernikahan Dalam Islam.‖ Taklim : Jurnal 

Pendidikan Agama Islam Volume 14, Nomor 2 (September 

2016). http://jurnal.upi.edu/taklim/view/4607/pernikahan-dalam-

islam.html. 

 

Zahro, Fatimatu. ―Pernikahan Terlarang Dalam Perspektif Islam.‖ 

Academia Edu Volume 1, Nomor 15 (June 2016). 

https://www.academia.edu/43243511. 

 

Zhafirin, Teuku Rulianda. ―Tinjauan Yuridis Dispensasi Perkawinan 

Anak Di Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang-Undang No 16 

Tahun 2019 (Studi Putusan No 50/Pdt.P/2020/Pa.Pky).‖ Skripsi, 

Umsu, 2020. 

http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/14091. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

97  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

  

 



102 

 

 

 

 



103 

 

  

 



104 

 

 

 

 



105 

 

  

 



106 

 

 

 

 



107 

 

  

 



108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



145 

 

  

 

 

 

 



146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


